
 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN MINAHASA SELATAN 

 

PENGUMUMAN 

NOMOR : 359/PL.01.7-Pu/7105/2/2024 

TENTANG 

HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE 

PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 

 

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan 

Umum Tahun 2024 oleh Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, Disampaikan hasil audit Laporan 

Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum sebagai berikut: 

NO 
NAMA PARTAI 

POLITIK 

TANGGAL 

PENYAMPAIAN 

WAKTU 

PENYAMPAIA

N 

JUMLAH CALON 

ANGGOTA DPRD 
DANA KAMPANYE 

MENYER

AHKAN 

TIDAK 

MENYER

AHKAN 

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO 

1. 

PARTAI 

KEBANGKITAN 

BANGSA 

26/03/2024 23:19:42 4 - Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 0,00 

2. 

PARTAI 

GERAKAN 

INDONESIA 

RAYA 

27/03/2024 01:27:58 23 - Rp 22.107.500,00 Rp 0,00 Rp 22.170.00,00 

3. 

PARTAI 

DEMOKRASI 

INDONESIA 

PERJUANGAN 

27/03/2024 23:41:25 30 - Rp 140.000.000,00 Rp 0,00 Rp.140.000.000,00 

4 

PARTAI 

GOLONGAN 

KARYA 

27/03/2024 23:40:14 30 - Rp 250.070,00 Rp 15.000,00 Rp 235.070,00 

5 PARTAI NASDEM 27/03/2024 00:31:52 30 - Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 

6 PARTAI BURUH 26/03/2024 15:46:07 2 - Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 

7 

PARTAI 

KEADILAN 

SEJAHTERA 

29/03/2024 18:42:10 - - Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 

8 

PARTAI 

KEBANGKITAN 

NUSANTARA 

26/03/2024 19:00:06 - - Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 

9 
PARTAI HATI 

NURANI RAKYAT 
26/03/2024 12:09:35 - 12 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 



 
 

NO 
NAMA PARTAI 

POLITIK 

TANGGAL 

PENYAMPAIAN 

WAKTU 

PENYAMPAIA

N 

JUMLAH CALON 

ANGGOTA DPRD 
DANA KAMPANYE 

MENYER

AHKAN 

TIDAK 

MENYER

AHKAN 

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO 

10 

PARTAI GARDA 

REPUBLIK 

INDONESIA 

27/03/2024 23:16:11 - 2 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 

11 
PARTAI AMANAT 

NASIONAL 
26/03/2024 22:18:40 30 - Rp 21.950.000,00 Rp 21.950.000,00 Rp 0,00 

12 
PARTAI BULAN 

BINTANG 
26/03/2024 12:27:57 29 - Rp 250.000,00 Rp 0,00 Rp 250.000,00 

13 
PARTAI 

DEMOKRAT 
26/03/2024 13:58:52 5 25 Rp 250.069,00 Rp 15.000,00 Rp 235.069,00 

14 

PARTAI 

SOLIDARITAS 

INDONESIA 

26/03/2024 11:58:20 4 - Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 

15 
PARTAI 

PERINDO 
26/03/2024 15:32:56 28 - Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 

 

Berdasarkan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum 

Tahun 2024 sebagaimana dimaksud di atas, disampaikan Laporan Asurans 

Independen, Formulir  Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, 

dan Formulir Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye 

sebagaimana terlampir. 

Demikian disampaikan. 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
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LAMPIRAN PENGUMUMAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE 
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Ketua Komisi Pemilihan Umum

Minahasa Selatan

Cakupan

1.

2.

3.

4.

Informasi Pokok

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis

Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Untuk selanjutnya Undang-undang dan peraturan tersebut diatas kami sebut sebagai <Peraturan Dana

Kampanye=.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023, Laporan Dana

Kampanye DPD Partai Kebangkitan Bangsa Minahasa Selatan terdiri dari: 

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Laporan No.B.10/ADK-MINSEL/ASR.1533/III/2024

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan

No.22/SPK/II/KPU-SULUT/2024 tanggal 20 Februari 2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan

keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye DPD

Partai Kebangkitan Bangsa Minahasa Selatan untuk periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22

Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan

dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;



1.

2.

3.

Kriteria

1.

a. Pembukaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1)

2)

3)

4)

b. Pengelolaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1) ayat (6), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK

dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik,

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023

tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh

DPD Partai Kebangkitan Bangsa Minahasa Selatan dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye.

Kriteria  yang  wajib  dipatuhi  oleh  DPD Partai Kebangkitan Bangsa Minahasa Selatan  dalam  menyusun 

Laporan Dana Kampanye adalah :

Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu

yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum.

ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan Pembukaan

RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.

ayat (4), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang

diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

ayat (8), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat

kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada Komisi

Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus

Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan

penerimaan, dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana

Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta

Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU. 

Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh

penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari

sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Minahasa Selatan; dan

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat

seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai

Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.



2)

3)

c. Penutupan, Pasal 38 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1)

2)

3)

2

a. Muatan Informasi, Pasal 47 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, yang memuat informasi:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

b. Periode Pembukuan, Pasal 47 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1)

2)

3)

NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;

Bukti     penerimaan     dan     pengeluaran     yang     dapat dipertanggungjawabkan.

ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah

Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum

penyampaian LADK.

ayat (6), LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.

ayat (7), LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani

oleh calon yang bersangkutan.

Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

RKDK;

Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;

Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan

dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye;

apabila diterima sebelum periode pembukuan;

Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum

pembukaan RKDK;

ayat (10), RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan

penggantian, dan

Pasal 36 ayat (2), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan

pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari

setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian

LDK kepada KAP,

ayat (2), Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan

RKDK kepada Bank Umum, dan

Pasal 38 ayat (5), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening

berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan

dari Bank Umum.



4)

5)

a)

b)

c)

c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 51 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1)

2)

3)

4)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum

Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;

Formulir   6,   Laporan   Awal   Dana   Kampanye   Pencatatan Penerimaan dan 

Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye;

Salinan   dan   Rekening   Koran   Rekening   Khusus   Dana Kampanye; dan

Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

ayat (7), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan

Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Sikadeka

paling lambat 5 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil

pencermatan dari Komisi Pemilihan Umum , paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

ayat (5), apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh

Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib

melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang

yang terdiri atas:

Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;

Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;

ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:

meninggal dunia;

tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen;

sedang melaksanakan ibadah keagamaan.

ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan Partai

Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan

LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari

pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat

pukul 23.59 waktu setempat.

ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan

dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.

ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani

oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu yang

bersangkutan.



5)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

3.

a. Muatan Informasi Pasal 49 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, LPSDK memuat informasi:

1)

2)

b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan

1)

2)

3)

a)

b)

c)

4.

a.

1)

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Muatan Informasi, Pasal 50 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu

menyusun LPPDK yang memuat informasi:

RKDK

ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat

kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum dengan

mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka,

ayat (4), Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1

(satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, dan

Pasal 49 ayat (2), LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:

LPSDK Pihak Lain Perseorangan;

LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan

LPSDK   Pihak   Lain   Perusahaan   dan/atau   Badan   Usaha Nonpemerintah.

Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye;

Salinan   dan   Rekening   Koran   Rekening   Khusus   Dana Kampanye; dan

Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

identitas penyumbang.

jumlah sumbangan Dana Kampanye.

Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;

Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;

Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum

Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;

Formulir   6,   Laporan   Awal   Dana   Kampanye   Pencatatan Penerimaan dan 

Pasal 47 ayat (4), Penyerahan LADK kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya,

yang dilengkapi dengan:



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

b.

1)

2)

3)

4)

5)

a)

b)

c)

c.

1)

2)

sedang melaksanakan ibadah keagamaan.

Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 53 PKPU nomor 18 tahun 2023:

ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data

dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.

ayat (4), Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan

kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana

Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul

23.59 waktu setempat,

ayat (6), LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.

ayat (7), LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani

oleh calon yang bersangkutan.

ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani

oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan

dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik yang bersangkutan.

ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:

meninggal dunia;

tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau 

NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;

Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;

Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan

Asersi atas Laporan Dana Kampanye.

Muatan Informasi, Pasal 50 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu

menyusun LPPDK yang memuat informasi:

ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai

sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7

(tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum.

Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;

Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan

pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;

Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum

pembukaan RKDK;



3)

4)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j.

d.

1)

a)

b)

c)

i.

ii.

iii.

iv

2)

Badan usaha nonpemerintah

Pasal 32 ayat (8), Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam

bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain

organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang mengatur

mengenai organisasi masyarakat.

Partai Politik;

Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang

bersangkutan; dan

Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:

Perseorangan;

Kelompok;

Perusahaan; dan/atau

Formulir 7, Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

Salinan   dan   Rekening   Koran   Rekening   Khusus   Dana Kampanye;

Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon

bersangkutan telah ditutup.

Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun

2023:

Pasal 31 ayat (1),  Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:

Formulir   1,   Laporan   Penerimaan   dan   Pengeluara   Dana Kampanye;

Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;

Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum

Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

Formulir 6, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan

Penerimaan dan Pengeluaran;

ayat (6), Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, Komisi

Pemilihan Umum menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk

dilakukan audit, dan

Pasal 50 ayat (4), Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan

Umum, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:



3)

4)

5)

6)

7)

8)

e.

1)

2)

f.

1)

2)

Rp2.500.000.000,00  (dua milyar  lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan; 

Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau

badan usaha non pemerintah.

Pasal 36 ayat (3) huruf b, Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan

cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas 

Pasal 36 ayat (5), Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang

bersangkutan; Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada

bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.

Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 34 PKPU nomor 18 tahun 2023:

ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan

(mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk

utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual

beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan, dan

Pasal 37 ayat (1), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK

terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu.

Batasan/Kesesuaian Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2023 Pasal

34 ayat (1) dan (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan

(mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang

dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli

secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:

Pasal 33 ayat (1), Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan

penyumbang yang menurut informasi identitas Penyumbang dan jumlah sumbangan.

Pasal 33 ayat (2), Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan,

dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang

jelas dan jumlah sumbangan.

Pasal 49 ayat (2) huruf b, Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri

salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Nonpemerintah dari Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 49 ayat (2) c, Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha

Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.



g.

1)

2)

3)

h.

1)

a)

b)

c)

2)

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi

yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh DPD Partai

Kebangkitan Bangsa Minahasa Selatan. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat

keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan

adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. 

Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana

sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara

menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada

dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh DPD Partai Kebangkitan

Bangsa Minahasa Selatan, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal- hal yang tidak

diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan DPD Partai

Kebangkitan Bangsa Minahasa Selatan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan

dengan Laporan Dana Kampanye.

Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 41 PKPU nomor 18 tahun 2023:

ayat (1), Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota yaitu untuk:

Pembiayaan aktivitas kampanye;

Pembayaran hutang; dan

Pengeluaran lain- lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.

Pasal 34 ayat (4), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli

yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.

Sumbangan yang dilarang, Pasal 34 ayat (5) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta

Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:

Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;

wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum; dan

menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari

setelah masa Kampanye berakhir.



Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan

keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang

kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar

Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): <Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi

Keuangan Historis= yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut

mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi

Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan

Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan

Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami. Seluruh personel profesional kami

memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, kami

melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima

Laporan Dana Kampanye DPD Partai Kebangkitan Bangsa Minahasa Selatan dari KPU Minahasa Selatan.

Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang

digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan system, dan proses yang

relevan untuk penyusunan laporan.

DPD Partai Kebangkitan Bangsa Minahasa Selatan bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Dana

Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab

tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam

laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan system, dan proses yang relevan untuk

penyusunan laporan.

DPD Partai Kebangkitan Bangsa Minahasa Selatan juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam

Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye DPD Partai Kebangkitan Bangsa

Minahasa Selatan tanggal 27 Februari 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung Jawab Peserta Pemilu DPD Partai Kebangkitan Bangsa Minahasa Selatan.

DPD Partai Kebangkitan Bangsa Minahasa Selatan bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Dana

Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Simpulan

Pembatasan Penggunaan Laporan

Kantor Akuntan Publik ASRI

Asri, SE., Ak.,CA.,CPA

Nomor Izin Akuntan Publik : AP. 1533

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Minahasa Selatan

dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak

bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Makassar, 26 Maret 2024

Menurut opini kami, Asersi DPD Partai Kebangkitan Bangsa Minahasa Selatan dalam Laporan Dana

Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku

sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan

Umum.



 

 

 

 

 

 

 

Asersi Peserta Pemilihan 
Umum 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

 

 
ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 

DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN 

 
Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

 
1. Nama : ISKANDAR EKI 

Alamat : RANOYAPO LINGKUNGAN I 

Nomor Induk Kependudukan : 7105103011750001 

Jabatan : Ketua 

 
2. Nama : MARWAN KALIPU 

Alamat : TUMPAAN BARU JAGA VLL 

Nomor Induk Kependudukan : 7105120106770001 

Jabatan : Bendahara 

 
adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota. 

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut: 

 
 

 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) 

1. Pembukaan a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama 

Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening 

Partai Politik Peserta Pemilu. 

Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) 

Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Umum 

Nomor 18 Tahun 2023 

PATUH 

b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai 

Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta 

Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum 

dimulainya masa Kampanye 

Pasal 37 ayat (3) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

PATUH 

c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor 

RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU 

Kabupaten/Kota. 

Pasal 37 ayat (8) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

PATUH 



 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

2. Pengelolaan Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang 

berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum 

digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. 

Pasal 36 ayat (2) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

PATUH 

3. Penutupan a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari 

setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 

1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana 

Kampanye kepada KAP. 

Pasal 38 ayat (1) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

PATUH 

b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan 

rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum 

kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah 

menerima surat pernyataan dari Bank Umum. 

Pasal 38 ayat (5) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

PATUH 

B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 

1. Muatan Informasi Kami menyusun LADK yang memuat informasi: 

a. RKDK; 

b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber 

perolehan; 

c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo 

hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk 

kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode 

pembukuan; 

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik 

Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; 

e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik 

Peserta Pemilu; dan 

f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Pasal 47 ayat (1) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 

18 Tahun 2023. 

PATUH 

2. Pembukuan a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan 

yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik 

ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) 

Hari sebelum penyampaian LADK. 

Pasal 47 ayat (2) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

PATUH 

b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan 

keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang 

bersangkutan. 

Pasal 43 ayat (3) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

PATUH 

c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi 

tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan 

pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran 

yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Pasal 43 ayat (6) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

PATUH 



 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

  d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab 

Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. 

Pasal 43 ayat (7) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

PATUH 

3. Penyampaian 

Laporan 

a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU 

Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan 

dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka; 

Pasal 51 ayat (3) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

PATUH 

b. Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14 

(empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal 

pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat 

umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat; 

Pasal 51 ayat (4) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

PATUH 

c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan 

LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui 

Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima 

tanda pengembalian dan berita acara hasil 

pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat 

pukul 23.59 waktu setempat. 

Pasal 51 ayat (7) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

PATUH 

4. Kelengkapan a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri 

atas: 

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN 

SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG 

DANA KAMPANYE; 

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN 

AWAL DANA KAMPANYE; 

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE 

PENCATATAN PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN; 

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG 

JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA 

KAMPANYE; 

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana 

Kampanye; dan 

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi 

pengeluaran. 

b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh 

KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi 

dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud 

dengan LADK perbaikan yang terdiri atas: 

 PATUH 



 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

  1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 

 
2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN 

SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG 

DANA KAMPANYE; 

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN 

AWAL DANA KAMPANYE; 

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE 

PENCATATAN PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN; 

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG 

JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA 

KAMPANYE; 

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana 

Kampanye; dan 

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi 

pengeluaran. 

 PATUH 

C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) 

1. Muatan Informasi Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU 

yang memuat informasi: 

a. Identitas penyumbang; dan 

b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye. 

Pasal 49 ayat (1) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023 

PATUH 

2. Penyampaian 

Laporan 

Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota, 

mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) 

Hari setelah masa Kampanye berakhir. 

Pasal 52 ayat (3) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

PATUH 

3. Kelengkapan Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri 

atas: 

a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan; 

b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan 

c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha 

Nonpemerintah. 

 PATUH 

D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) 

1. Muatan Informasi Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: 

a. RKDK; 

b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber 

perolehan; 

Pasal 50 ayat (1) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 

PATUH 



 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

  c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo 

hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk 

kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode 

pembukuan; 

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik 

Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; 

e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik 

Peserta Pemilu; 

f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat 

dipertanggungjawabkan; 

g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; 

dan 

h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye. 

18 Tahun 2023. PATUH 

2. Pembukuan a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari 

setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan 

ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK 

kepada KAP yang ditunjuk KPU. 

Pasal 50 ayat (2) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

PATUH 

b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan 

keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang 

bersangkutan. 

Pasal 43 ayat (3) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

PATUH 

c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi 

tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan 

pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran 

yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Pasal 43 ayat (6) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

PATUH 

d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab 

Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. 

Pasal 43 ayat (7) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

PATUH 

3. Penyampaian 

Laporan 

a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang 

ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan 

dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka. 

Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) 

Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Umum 

Nomor 18 Tahun 2023 

PATUH 

b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima 

belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling 

lambat pukul 23.59 waktu setempat. 

Pasal 53 ayat (4) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

PATUH 

4. Kelengkapan Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri 

atas: 

1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

 PATUH 



 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

  2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN 

DANA KAMPANYE; 

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA 

KAMPANYE; 

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM 

PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN 

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 

7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana 

Kampanye; 

9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan 

bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang 

bersangkutan telah ditutup; dan 

10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi 

pengeluaran. 

 PATUH 

E. Ketentuan Lainnya 

1. Sumber Dana 

Kampanye 

Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, 

DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh 

dari: 

a. Partai Politik; 

b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; 

dan 

c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain 

Pasal 31 ayat (1) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 

18 Tahun 2023. 

PATUH 

2. Pembatasan/ 

Kesesuaian 

Sumbangan 

Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan 

sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa 

yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon 

pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran 

transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, 

LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal 

sumbangan sebagai berikut: 

a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, 

dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari 

perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua 

miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye. 

b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, 

dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok, 

perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah 

paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima 

miliar rupiah) selama masa Kampanye. 

Pasal 34 Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Umum 

Nomor 18 Tahun 2023. 

PATUH 



 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

3. Sumbangan yang 

Dilarang 

Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang 

dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang 

maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; 

b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada 

KPU; dan 

c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara 

paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa 

Kampanye berakhir. 

Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 

116 ayat (2) Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum tentang 

Dana Kampanye Pemilihan 

Umum Nomor 18 Tahun 2023. 

PATUH 

4. Pengeluaran 

Dana Kampanye 

Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran 

Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, 

pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai 

berdasarkan harga pasar yang wajar. 

Catatan: 

a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian 

barang dan/ atau pembayaran jasa. 

b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas 

hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari 

pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung 

jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. 

c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk 

membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam 

pemungutan dan penghitungan suara. 

Pasal 41 Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Umum 

Nomor 18 Tahun 2023 

PATUH 

 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

 
 
 
 

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH 

KABUPATEN MINAHASA SELATAN 

MINAHASA SELATAN, 27 Februari 2024 

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH 

KABUPATEN MINAHASA SELATAN 

 

 
Cap 

(ISKANDAR EKI)   (MARWAN KALIPU) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan Dana Kampanye 
Peserta Pemilihan Umum 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 
 

 
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 

 
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 

DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN 

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

Periode 17 Desember 2022 s/d 22 Februari 2024 

 

NOMOR AKTIVITAS 
BENTUK DANA KAMPANYE 

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp) 

A.1 Penerimaan sebelum periode 
pembukuan 

0 0 0 

A.2 Penerimaan sumbangan    

1. Partai Politik    

 a. Partai Politik Tingkat Pusat 0 0 0 

 b. Partai Politik Tingkat Provinsi 0 0 0 

 c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota 0 8.000.000 0 

2. Calon Anggota Legislatif    

 a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif 
kepada Parpol 

0 0 0 

 b. Jasa Kampanye Calon Anggota 
Legislatif 

0 0 11.130.000 

3. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 0 0 0 

4. Sumbangan Pihak Lain Kelompok 0 0 0 

5. Sumbangan Pihak Lain Perusahaan 
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah 

0 0 0 

 JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN 0 8.000.000 11.130.000 

     

A.3 Penerimaan Lain-Lain    

1. Bunga Bank 0 0 0 

 JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN 0 0 0 

     

A.4 Penerimaan Barang Hasil Pembelian    

1. Penerimaan Barang Hasil Pembuatan 
Bahan/Design dan/atau Alat Peraga 

Kampanye 

0 0 0 

2. Barang Diterima Dimuka Hasil 
Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat 

Peraga Kampanye 

0 0 0 

 JUMLAH PENERIMAAN BARANG 
HASIL PEMBELIAN 

0 0 0 

     

 TOTAL PENERIMAAN 0 8.000.000 11.130.000 



 

NOMOR AKTIVITAS 
BENTUK DANA KAMPANYE 

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp) 

     

B Pengeluaran sebelum periode 
pembukuan 

0 0 0 

B.1 Pengeluaran    

1. Rapat Umum 0 0 0 

2. Pertemuan Terbatas 0 0 0 

3. Pertemuan Tatap Muka 0 0 0 

4. Pembuatan/Produksi Iklan di Media 
Massa Cetak, Media Massa Elektronik, 

Media Sosial, dan Media Dalam 
Jaringan 

0 0 0 

5. Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat 
Peraga Kampanye 

0 0 0 

6. Penyebaran Bahan Kampanye Partai 
Politik Kepada Umum dan/atau 

pemasangan Alat Peraga Kampanye 

   

 a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai 
Politik Kepada Umum 

0 0 0 

 b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye 
Partai Politik 

0 8.000.000 0 

7. Penyebaran Bahan Kampanye Calon 
Anggota Legislatif Kepada Umum 

dan/atau pemasangan Alat Peraga 
Kampanye 

   

 a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon 
Anggota Legislatif Kepada Umum 

0 0 0 

 b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye 
Calon Anggota Legislatif 

0 0 0 

8. Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar 
Larangan Kampanye dan Peraturan 

Perundang-undangan 

0 0 0 

9. Pengeluaran Lain-lain    

 a. Administrasi Bank 0 0 0 

 b. Pembelian Kendaraan 0 0 0 

 c. Pembelian Peralatan 0 0 0 

 d. Pembayaran Utang Pembelian 
Barang 

0 0 0 

 e. Pengeluaran Lain    

 1) Pengeluaran Lainnya 0 0 0 

 2) Sumbangan ke Parpol Tingkat 
Provinsi/Kabupaten/Kota 

0 0 0 

 3) Sumbangan ke Calon Anggota 
Legislatif 

0 0 0 

 4) Jasa Kampanye Calon Anggota 
Legislatif 

0 0 11.130.000 

     

 TOTAL PENGELUARAN 0 8.000.000 11.130.000 

     

C Utang    

1. Utang Pembelian Barang 0 0 0 



 

NOMOR AKTIVITAS 
BENTUK DANA KAMPANYE 

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp) 

     

D Saldo    

1. Kas di Rekening Khusus Dana 
Kampanye 

0 0 0 

2. Kas di Bendahara 0   

3. Barang 0 0 0 

 

 
KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH 
KABUPATEN MINAHASA SELATAN 

MINAHASA SELATAN, 27 Februari 2024 

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH 
KABUPATEN MINAHASA SELATAN 

 
 

 
Cap 

(ISKANDAR EKI)  (MARWAN KALIPU) 
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Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Minahasa Selatan

Cakupan

1.

2.

3.

4.

Informasi Pokok

1.

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Laporan No.15/RLY/LAP/III/2024

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan

berdasarkan 23/SPK/II/KPU-SULUT/2024 tanggal 26 February 2024, untuk melakukan Perikatan

Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan

Dana Kampanye DPD Partai Gerindra Kabupaten Minahasa Selatan untuk periode 17 Desember

2022 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan

Dana Kampanye :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis

Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis

Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Untuk selanjutnya Undang-undang dan peraturan tersebut diatas kami sebut sebagai <PeraturanDana Kampanye=.
Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023, Laporan Dana

Kampanye DPD Partai Gerindra Kabupaten Minahasa Selatan terdiri dari: 

Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening

Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian

perhitungan penerimaan, dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening

Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon

dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak

ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK

kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan.



2.

3.

Kriteria

1.

a. Pembukaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1)

2)

3)

4)

b. Pengelolaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1)

2)

3)

c. Penutupan, Pasal 38 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1)

2)

3)

ayat (8), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat

kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada Komisi

Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

ayat (6), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK

dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik,

ayat (10), RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan

penggantian, dan

Pasal 36 ayat (2), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan

pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu)

Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum

penyampaian LDK kepada KAP,

ayat (2), Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan

penutupan RKDK kepada Bank Umum, dan

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang

memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan

sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan KPU Nomor 18 Tahun

2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan

diterapkan oleh DPD Partai Gerindra Kabupaten Minahasa Selatan dalam penyusunan Laporan

Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh DPD Partai Gerindra Kabupaten Minahasa

Selatan  dalam  menyusun Laporan Dana Kampanye adalah :

Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta

Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank

Umum.ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan

Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.

ayat (4), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang

diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum .

Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat

seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1

(satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan; dan

Pasal 38 ayat (5), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan

rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat

pernyataan dari Bank Umum.



2

a. Muatan Informasi, Pasal 47 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, yang memuat informasi:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

b. Periode Pembukuan, Pasal 47 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1)

2)

3)

4)

5)

a)

b)

c)

c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 51 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1)

2)

3)

ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data

dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.

ayat (7), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh

Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada Komisi Pemilihan Umum

melalui Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan

berita acara hasil pencermatan dari Komisi Pemilihan Umum , paling lambat pukul 23.59

waktu setempat.

ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:

meninggal dunia;

tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen;

sedang melaksanakan ibadah keagamaan.

ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan

Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi

penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari

sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum,

paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum

pembukaan RKDK;

NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;

Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari

setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum 

penyampaian LADK.

ayat (6), LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.

ayat (7), LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.

Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan

dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye

apabila diterima sebelum periode pembukuan;

ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani

oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu yang

bersangkutan.

Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

RKDK;

Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;



4)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

5)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

3.

a. Muatan Informasi Pasal 49 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, LPSDK memuat informasi:

1)

2)

b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan

1)

2)

jumlah sumbangan Dana Kampanye.

ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat

kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum dengan

mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka,ayat (4), Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan

1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, dan

Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan

Pengeluaran;

Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye;

Salinan   dan   Rekening   Koran   Rekening   Khusus   Dana Kampanye; dan

Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

identitas penyumbang.

Pasal 47 ayat (4), Penyerahan LADK kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan

tingkatannya, yang dilengkapi dengan:

Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;

Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;

Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum

Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;

Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;

Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum

Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;

Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan

Pengeluaran;

Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye;

Salinan   dan   Rekening   Koran   Rekening   Khusus   Dana Kampanye; dan

Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

ayat (5), apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan

oleh Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik

Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud

dengan LADK perbaikan yang yang terdiri atas:

Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;

Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;



3)

a)

b)

c)

4.

a.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

b.

1)

2)

3)

4)

5)

a)

b)

c)

tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau 

sedang melaksanakan ibadah keagamaan.

ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai

sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7

(tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk Komisi Pemilihan

Umum.

ayat (6), LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.

ayat (7), LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.

ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat

ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang

bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik yang

bersangkutan.

ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:

meninggal dunia;

Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum

pembukaan RKDK;

NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;

Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;

Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan

Asersi atas Laporan Dana Kampanye.

Muatan Informasi, Pasal 50 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta

Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:

LPSDK   Pihak   Lain   Perusahaan   dan/atau   Badan   Usaha Nonpemerintah.

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Muatan Informasi, Pasal 50 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta

Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:

RKDK

Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;

Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan

pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;

Pasal 49 ayat (2), LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:

LPSDK Pihak Lain Perseorangan;

LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan



c.

1)

2)

3)

4)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j.

d.

1)

a)

b)

c)

i.

ii.

iii

.iv

2)

3)

Perusahaan; dan/atau

Badan usaha nonpemerintah

Pasal 32 ayat (8), Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam

bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain

organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang mengatur

mengenai organisasi masyarakat.

Pasal 33 ayat (1), Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan

penyumbang yang menurut informasi identitas Penyumbang dan jumlah sumbangan.

Pasal 31 ayat (1),  Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:

Partai Politik;

Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang

bersangkutan; dan

Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:

Perseorangan;

Kelompok;

Formulir 6, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan

Penerimaan dan Pengeluaran;

Formulir 7, Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

Salinan   dan   Rekening   Koran   Rekening   Khusus   Dana Kampanye;

Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon

bersangkutan telah ditutup.

Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran 

Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 

Pasal 50 ayat (4), Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh Komisi

Pemilihan Umum, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:

Formulir   1,   Laporan   Penerimaan   dan   Pengeluara   Dana Kampanye;

Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;

Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum

Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 53 PKPU nomor 18 tahun 2023:

ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan

data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.

ayat (4), Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan

kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana

Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat

pukul 23.59 waktu setempat,ayat (6), Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK,

Komisi Pemilihan Umum menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka

untuk dilakukan audit, dan



4)

5)

6)

7)

8)

e.

1)

2)

f.

1)

2)

g.

1)

2)

3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari

setelah masa Kampanye berakhir.

Batasan/Kesesuaian Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2023

Pasal 34 ayat (1) dan (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan

sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang,

termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran

transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi

jumlah di bawah ini:

Rp2.500.000.000,00  (dua milyar  lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang 

Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk penyumbang kelompok

dan/atau badan usaha non pemerintah.

Sumbangan yang dilarang, Pasal 34 ayat (5) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik

Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan

berikut:Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;

wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum; dan

Pasal 49 ayat (2) c, Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan

Usaha Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan

usaha.Pasal 36 ayat (3) huruf b, Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan

dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai

identitas penyumbang.

Pasal 36 ayat (5), Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang

bersangkutan; Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada

bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.

Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 34 PKPU nomor 18 tahun 2023:

ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan

(mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk

utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi

jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan, dan

Pasal 37 ayat (1), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK

terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu.

Pasal 33 ayat (2), Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan,

dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang

jelas dan jumlah sumbangan.

Pasal 49 ayat (2) huruf b, Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri

salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Nonpemerintah dari Menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.



h.

1)

a)

b)

c)

2)

Keterbatasan Laporan

DPD Partai Gerindra Kabupaten Minahasa Selatan bertanggungjawab atas penyusunan Laporan

Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab

tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam

laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan system, dan proses yang relevan untuk

penyusunan laporan.

DPD Partai Gerindra Kabupaten Minahasa Selatan juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam

Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye DPD Partai Gerindra Kabupaten

Minahasa Selatan tanggal 22 Februari 2024.

Pasal 34 ayat (4), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli

yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi

yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh DPD Partai

Gerindra Kabupaten Minahasa Selatan. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat

keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan

adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. 

Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana

sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup

secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas

hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh DPD Partai

Gerindra Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal- hal

yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan

DPD Partai Gerindra Kabupaten Minahasa Selatan terhadap peraturan perundang-undangan yang

relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Peserta Pemilu DPD Partai Gerindra Kabupaten Minahasa Selatan.

Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 41 PKPU nomor 18 tahun 2023:

ayat (1), Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan

DPRD kabupaten/kota yaitu untuk:

Pembiayaan aktivitas kampanye;

Pembayaran hutang; dan

Pengeluaran lain- lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.



Basis adanya Ketidakpatuhan 

1. Bagian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

a.

b.

2. Bagian Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

a.

b.

Penerimaan dan Pengeluaran pada LPPDK DPD Partai Gerindra Kabupaten Minahasa Selatan

tidak sepenuhnya dilengkapi dengan bukti yang memadai .

Pemeriksaan kami mengungkapan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap kriteria

peraturan perudang-undangan yang mengatur tentang dana kampanye dalam melaporkan dana

kampanye yang berlaku bagi DPD Partai Gerindra Kabupaten Minahasa Selatan selama periode 17

Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024, antara lain :

Hasil rekonsiliasi saldo awal dana kampanye antara LADK & RKDK menunjukkan bahwa

terdapat perbedaan saldo awal dana kampanye antara LADK 3 & RKDK sebesar Rp1.000.000.

karena parpol tidak menyetorkan mutasi RKDK.

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat

dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-

prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini

berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): <Perikatan Asurans selain Audit atau

Review atas Informasi Keuangan Historis= yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik

Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian

Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua

personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk

merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung

kesimpulan kami. Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang

diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 18

Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, kami melaksanakan perikatan ini selama

30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye DPD Partai

Gerindra Kabupaten Minahasa Selatan dari KPU Kabupaten Minahasa Selatan.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

terdapat selisih antara saldo pada saat penutupan pembukuan LADK dengan saldo RKDK

yaitu sebesar Rp. 1.000.000. selisih disebabkan karena LADK mencatat pembukaan rekening

sebesar Rp. 1.000.000, sedangkan RKDK tidak menggambarkan saldo mutasinya.

Saldo penutupan dana kampanye antara LPPDK dan RKDK DPD Partai Gerindra Kabupaten

Minahasa Selatan tidak sesuai. Hal ini karena parpol tidak menyetorkan mutasi rekening

yang memperlihatkan saldo pembukaan.



Simpulan

Pembatasan Penggunaan Laporan

KANTOR AKUNTAN PUBLIK ROBERT, RUDI, YANSEN & REKAN

Ronald Lilipaly, SE., Ak.,CA.,CPA

Nomor Izin Akuntan Publik : AP. 1407

Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas dalam semua hal

yang material, Asersi DPD Partai Gerindra Kabupaten Minahasa Selatan dalam Laporan Dana

Kampanye tersebut di atas, tidak patuh terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU

Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Kabupaten

Minahasa Selatan dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu

kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan

lainnya.

Jakarta,  26 Maret 2024



G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ANDRIES PATTYRANIE

Alamat : Kilometer III

Nomor Induk Kependudukan : 7105102005660001

Jabatan : Ketua

2. Nama : PERRI FELIX TUJU

Alamat : Amurang

Nomor Induk Kependudukan : 7105181805580001

Jabatan : Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT

PATUH/

TIDAK

PATUH

1 2 3 4 5

A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

1. Pembukaan a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama

Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari

rekening Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2)

Peraturan Komisi Pemilihan

Umum tentang Dana

Kampanye Pemilihan Umum

Nomor 18 Tahun 2023

b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak

Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai

Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum

dimulainya masa Kampanye

Pasal 37 ayat (3) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu)

nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau

KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 37 ayat (8) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.



NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT

PATUH/

TIDAK

PATUH

1 2 3 4 5

2. Pengelolaan Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang

berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum

digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

Pasal 36 ayat (2) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

3. Penutupan a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari

setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai

dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan

Dana Kampanye kepada KAP.

Pasal 38 ayat (1) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan

rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum

kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari

setelah menerima surat pernyataan dari Bank

Umum.

Pasal 38 ayat (5) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

1. Muatan Informasi Kami menyusun LADK yang memuat informasi:

a. RKDK;

b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan

sumber perolehan;

c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo

hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk

kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum

periode pembukuan;

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik

Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan

RKDK;

e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai

Politik Peserta Pemilu; dan

f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang

dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 47 ayat (1) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor

18 Tahun 2023.

2. Pembukuan a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan

yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik

ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1

(satu) Hari sebelum penyampaian LADK.

Pasal 47 ayat (2) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari

pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu

yang bersangkutan.

Pasal 43 ayat (3) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi

tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan

pengeluaran disertai bukti penerimaan dan

pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 43 ayat (6) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.



NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT

PATUH/

TIDAK

PATUH

1 2 3 4 5

d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung

jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang

bersangkutan.

Pasal 43 ayat (7) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

3. Penyampaian

Laporan

a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU

Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan

dokumen LADK yang diunggah melalui

Sikadeka;

Pasal 51 ayat (3) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

b. Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat

14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal

pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat

umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;

Pasal 51 ayat (4) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami

menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU

Kabupaten/Kota melalui Sikadeka paling lambat 5

(lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan

berita acara hasil pencermatan dari KPU

Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu

setempat.

Pasal 51 ayat (7) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.



4. Kelengkapan a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang

terdiri atas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN

SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG

DANA KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN

AWAL DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

PENCATATAN PENERIMAAN DAN

PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG

JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA

KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana

Kampanye; dan

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi

pengeluaran.

b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan

oleh KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib

melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK

dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT

PATUH/

TIDAK

PATUH

1 2 3 4 5



1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN

SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG

DANA KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN

AWAL DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

PENCATATAN PENERIMAAN DAN

PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG

JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA

KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana

Kampanye; dan

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi

pengeluaran.

C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

1. Muatan Informasi Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU

yang memuat informasi:

a. Identitas penyumbang; dan

b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.

Pasal 49 ayat (1) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023

2. Penyampaian

Laporan

Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota,

mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu)

Hari setelah masa Kampanye berakhir.

Pasal 52 ayat (3) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

3. Kelengkapan Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri

atas:

a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan;

b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan

c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan

Usaha Nonpemerintah.

D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

1. Muatan Informasi Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi:

a. RKDK;

b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan

sumber perolehan;

Pasal 50 ayat (1) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT

PATUH/

TIDAK

PATUH



1 2 3 4 5

c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo

hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk

kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum

periode pembukuan;

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik

Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan

RKDK;

e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai

Politik Peserta Pemilu;

f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang

dapat dipertanggungjawabkan;

g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan

LPPDK; dan

h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.

18 Tahun 2023.

2. Pembukuan a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari

setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu

dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian

LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.

Pasal 50 ayat (2) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari

pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu

yang bersangkutan.

Pasal 43 ayat (3) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi

tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan

pengeluaran disertai bukti penerimaan dan

pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 43 ayat (6) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung

jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang

bersangkutan.

Pasal 43 ayat (7) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

3. Penyampaian

Laporan

a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang

ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan

dokumen LPPDK yang diunggah melalui

Sikadeka.

Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3)

Peraturan Komisi Pemilihan

Umum tentang Dana

Kampanye Pemilihan Umum

Nomor 18 Tahun 2023

b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima

belas) Hari sesudah hari pemungutan suara,

paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

Pasal 53 ayat (4) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

4. Kelengkapan Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri

atas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;



NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT

PATUH/

TIDAK

PATUH

1 2 3 4 5

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN

DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA

KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM

PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN

PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus

Dana Kampanye;

9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang

menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta

Pemilu yang bersangkutan telah ditutup; dan

10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan

transaksi pengeluaran.

E. Ketentuan Lainnya

1. Sumber Dana

Kampanye

Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR,

DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh

dari:

a. Partai Politik;

b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota dari Partai Politik yang

bersangkutan; dan

c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain

Pasal 31 ayat (1) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor

18 Tahun 2023.

2. Pembatasan/

Kesesuaian

Sumbangan

Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan

sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa

yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon

pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran

transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK,

LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal

sumbangan sebagai berikut:

a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD

provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari

perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua

miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.

b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,

dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari

kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha

nonpemerintah paling banyak Rp25.000.000.000,00

(dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye.

Pasal 34 Peraturan Komisi

Pemilihan Umum tentang

Dana Kampanye Pemilihan

Umum Nomor 18 Tahun 2023.



NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT

PATUH/

TIDAK

PATUH

1 2 3 4 5

3. Sumbangan yang

Dilarang

Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang

dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang

maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;

b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut

kepada KPU; dan

c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas

Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari

setelah masa Kampanye berakhir.

Pasal 34 ayat (5) dan Pasal

116 ayat (2) Peraturan Komisi

Pemilihan Umum tentang

Dana Kampanye Pemilihan

Umum Nomor 18 Tahun 2023.

4. Pengeluaran

Dana Kampanye

Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran

Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye,

pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai

berdasarkan harga pasar yang wajar.

Catatan:

a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk

pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa.

b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas

hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari

pembelian barang dari pihak lain dan menjadi

tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang

bersangkutan.

c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk

membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu

dalam pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 41 Peraturan Komisi

Pemilihan Umum tentang

Dana Kampanye Pemilihan

Umum Nomor 18 Tahun 2023

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH

KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Minahasa Selatan, 28 Februari 2024

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH

KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Cap

(ANDRIES PATTYRANIE) (PERRI FELIX TUJU)



A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 17 Desember 2022 s/d 22 Februari 2024

NOMOR AKTIVITAS
BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)

A.1 Penerimaan sebelum periode

pembukuan

0 0 0

A.2 Penerimaan sumbangan

1. Partai Politik

a. Partai Politik Tingkat Pusat 0 0 0

b. Partai Politik Tingkat Provinsi 0 0 0

c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota 0 5.850.000 1.000.000

2. Calon Anggota Legislatif

a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif

kepada Parpol

0 16.257.500 11.690.000

b. Jasa Kampanye Calon Anggota

Legislatif

0 0 38.897.500

3. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 0 0 0

4. Sumbangan Pihak Lain Kelompok 0 0 0

5. Sumbangan Pihak Lain Perusahaan

dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah

0 0 0

JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN 0 22.107.500 51.587.500

A.3 Penerimaan Lain-Lain

1. Bunga Bank 0 0 0

JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN 0 0 0

A.4 Penerimaan Barang Hasil Pembelian

1. Penerimaan Barang Hasil Pembuatan

Bahan/Design dan/atau Alat Peraga

Kampanye

0 0 0

2. Barang Diterima Dimuka Hasil

Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat

Peraga Kampanye

0 0 0

JUMLAH PENERIMAAN BARANG

HASIL PEMBELIAN

0 0 0

TOTAL PENERIMAAN 0 22.107.500 51.587.500



NOMOR AKTIVITAS
BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)

B Pengeluaran sebelum periode

pembukuan

0 0 0

B.1 Pengeluaran

1. Rapat Umum 0 0 0

2. Pertemuan Terbatas 0 0 0

3. Pertemuan Tatap Muka 0 0 0

4. Pembuatan/Produksi Iklan di Media

Massa Cetak, Media Massa Elektronik,

Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan

0 0 0

5. Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat

Peraga Kampanye

0 0 0

6. Penyebaran Bahan Kampanye Partai

Politik Kepada Umum dan/atau

pemasangan Alat Peraga Kampanye

a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai

Politik Kepada Umum

0 0 0

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Partai Politik

0 0 0

7. Penyebaran Bahan Kampanye Calon

Anggota Legislatif Kepada Umum

dan/atau pemasangan Alat Peraga

Kampanye

a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon

Anggota Legislatif Kepada Umum

0 0 0

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Calon Anggota Legislatif

0 0 0

8. Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar

Larangan Kampanye dan Peraturan

Perundang-undangan

0 0 0

9. Pengeluaran Lain-lain

a. Administrasi Bank 0 0 0

b. Pembelian Kendaraan 0 0 0

c. Pembelian Peralatan 0 0 0

d. Pembayaran Utang Pembelian

Barang

0 0 0

e. Pengeluaran Lain

1) Pengeluaran Lainnya 0 0 12.690.000

2) Sumbangan ke Parpol Tingkat

Provinsi/Kabupaten/Kota

0 0 0

3) Sumbangan ke Calon Anggota

Legislatif

0 0 0

4) Jasa Kampanye Calon Anggota

Legislatif

0 0 38.897.500

TOTAL PENGELUARAN 0 0 51.587.500

C Utang

1. Utang Pembelian Barang 0 0 0





NOMOR AKTIVITAS
BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)

D Saldo

1. Kas di Rekening Khusus Dana

Kampanye

0 0 0

2. Kas di Bendahara 0

3. Barang 0 22.107.500 0

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH

KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Minahasa Selatan, 28 Februari

2024

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN

DAERAH KABUPATEN MINAHASA

SELATAN

Cap

(ANDRIES PATTYRANIE) (PERRI FELIX TUJU)



 
 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA 

PERJUANGAN 
 



 
 Aminta Plaza, 7th Floor #704 Jl. TB Simatupang Kav. 10 Jakarta Selatan 12310 

Branches: Bandung, Semarang, Surabaya, Sidoarjo 
 

Surabaya: Jl. Barata Jaya No. 84, Surabaya Jawa Timur Indonesia 
Branch licensed No. 632/KM.1/2013 

T: (+62 31) 501 6906 | : surabaya@heliantonorekan.com | : www.heliantonorekan.com 
 
00010/3.0275/RA/11/1567-1/1/III/2024 
 

 
List of offices and partner9s name are available at the above address.  Heliantono & Rekan is a Registered Public Accountants in Indonesia licensed No. KEP-093/KM.6/2001.  
Heliantono & Rekan is a member of Parker Russell International a worldwide association of independent accounting firms and business advisers.  Parker Russell 
International refers to the network of independent members firms of Parker Russell International Limited, each of which is a separated legal entity. 

Laporan Asurans Independen 
 
 
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan 
 
 
Cakupan 
Kami telah ditugaskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat 
Perjanjian Nomor 24/SPK/II/KPU-SULUT/2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan 
memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan Kabupaten Minahasa Selatan (PDIP Minahasa Selatan) untuk periode mulai 
tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-
undangan terkait pelaporan Dana Kampanye, yaitu: 
 
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6863); 

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan 
Umum; 

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis 
Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan 
Dana Kampanye Pemilihan Umum. 

 
Untuk selanjutnya Undang-undang dan peraturan tersebut di atas kami sebut sebagai <Peraturan Dana 
Kampanye=. 
 
 
Informasi Hal Pokok 
Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 (PKPU Nomor 18 
Tahun 2023) Laporan Dana Kampanye PDIP Minahasa Selatan terdiri dari: 
1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening 

Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian 
perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus 
Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik atau pihak lain 
yang dimulai sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum 
penyampaian LADK kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan; 

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh 
penerimaan yang diterima peserta pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari 
sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan; dan 

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang 
memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan 
sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye. 

 
 
Kriteria 
Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah PKPU Nomor 18 Tahun 2023.  Kriteria 
tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh PDIP Minahasa Selatan dalam penyusunan Laporan 
Dana Kampanye.  Kriteria yang wajib dipatuhi oleh PDIP Minahasa Selatan dalam menyusun Laporan 
Dana Kampanye adalah: 
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A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) 
1. Pembukaan - Pasal 37 PKPU Nomor 18 Tahun 2023 

a. ayat (2), PDIP Minahasa Selatan membuka RKDK pada Bank Umum atas nama PDIP 
Minahasa Selatan dan terpisah dari rekening pribadi PDIP Minahasa Selatan. 

b. ayat (3), PDIP Minahasa Selatan membuka RKDK tidak melampaui ketentuan Pembukaan 
RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye. 

c. ayat (4), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang 
diterbitkan oleh KPU. 

d. ayat (8), PDIP Minahasa Selatan membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK 
kepada KPU Kabupaten. 

2. Pengelolaan - PKPU Nomor 18 Tahun 2023 
a. Pasal 37 ayat (6), PDIP Minahasa Selatan dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK 

dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan PDIP Minahasa Selatan. 
b. Pasal 37 ayat (10), RKDK PDIP Minahasa Selatan tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan 

penggantian. 
c. Pasal 36 ayat (2), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan 

pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. 
3. Penutupan - Pasal 38 PKPU Nomor 18 Tahun 2023 

a. ayat (1), PDIP Minahasa Selatan wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari 
setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian 
LDK kepada KAP. 

b. ayat (2), Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan 
RKDK kepada Bank Umum. 

c. ayat (5), PDIP Minahasa Selatan wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa 
surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari 
Bank Umum. 

 
B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 

1. Muatan Informasi - Pasal 47 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2023, yang memuat informasi:  
a. RKDK;  
b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;  
c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan 

pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;  
d. Catatan penerimaan dan pengeluaran PDIP Minahasa Selatan termasuk sebelum 

pembukaan RKDK;  
e. Nomor Pokok Wajib Pajak PDIP Minahasa Selatan; dan  
f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Pembukuan - PKPU Nomor 18 Tahun 2023 
a. Pasal 47 ayat (2), PDIP Minahasa Selatan mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) hari 

setelah PDIP ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) hari sebelum 
penyampaian LADK. 

b. Pasal 47 ayat (6), LADK PDIP Minahasa Selatan ditandatangani oleh Pimpinan PDIP 
Minahasa Selatan. 

c. Pasal 47 ayat (7), LADK calon anggota DPRD Kabupaten ditandatangani oleh calon yang 
bersangkutan. 

d. Pasal 47 ayat (8), Dalam hal Pimpinan PDIP Minahasa Selatan berhalangan tetap, LADK 
dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART PDIP. 

e. Pasal 47 ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:  
(1) meninggal dunia;  
(2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau  
(3) sedang melaksanakan ibadah keagamaan. 

f. Pasal 43 ayat (3), Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan PDIP 
Minahasa Selatan. 

g. Pasal 43 ayat (6), Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan 
jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
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h. Pasal 43 ayat (7), Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab PDIP Minahasa 
Selatan yang bersangkutan. 

3. Kelengkapan dan Penyampaian - PKPU Nomor 18 Tahun 2023 
a. Pasal 51 ayat (4), PDIP Minahasa Selatan dan Calon Anggota DPRD Kabupaten, dan 

Pimpinan PDIP Minahasa Selatan mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang 
ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye 
Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23:59 waktu setempat. 

b. Pasal 51 ayat (3), PDIP Minahasa Selatan menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten 
dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka. 

c. Pasal 47 ayat (4), Penyerahan LADK kepada KPU Kabupaten dilengkapi dengan:  
(1) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye;  
(2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;  
(3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;  
(4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;  
(5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum 

Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;  
(6) Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;  
(7) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;  
(8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan  
(9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 

d. Pasal 51 ayat (5), Apabila LADK yang disampaikan oleh PDIP Minahasa Selatan 
dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka PDIP Minahasa Selatan wajib melengkapi 
dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas: 
(1) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye;  
(2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;  
(3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;  
(4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;  
(5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum 

Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;  
(6) Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;  
(7) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;  
(8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan  
(9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 

e. Pasal 51 ayat (7), Apabila terdapat perbaikan, maka PDIP Minahasa Selatan menyampaikan 
LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) hari sejak 
menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, 
paling lambat pukul 23:59 waktu setempat. 

 
C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) 

1. Muatan Informasi - Pasal 49 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2023, LPSDK memuat informasi:  
a. Identitas penyumbang; dan  
b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye. 

2. Kelengkapan dan Penyampaian - PKPU Nomor 18 Tahun 2023 
a. Pasal 52 ayat (2), PDIP Minahasa Selatan menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten 

dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka. 
b. Pasal 52 ayat (3), Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai 

dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir. 
c. Pasal 49 ayat (2), LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas: 

(1) LPSDK Pihak Lain Perseorangan;  
(2) LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan  
(3) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah. 

 
D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) 

1. Muatan Informasi - Pasal 50 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2023, PDIP Minahasa Selatan 
menyusun LPPDK yang memuat informasi:  
a. RKDK;  
b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;  
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c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan 
pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;  

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran PDIP Minahasa Selatan termasuk sebelum 
pembukaan RKDK;  

e. Nomor Pokok Wajib Pajak PDIP Minahasa Selatan;  
f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;  
g. Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan  
h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye. 

2. Pembukuan - PKPU Nomor 18 Tahun 2023 
a. Pasal 50 ayat (2), PDIP Minahasa Selatan mematuhi periode pembukuan LPPDK yang 

dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah penetapan PDIP sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 
(tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU. 

b. Pasal 50 ayat (6), LPPDK PDIP Minahasa Selatan ditandatangani oleh Pimpinan PDIP 
Minahasa Selatan. 

c. Pasal 50 ayat (7), LPPDK calon anggota DPRD Kabupaten ditandatangani oleh calon yang 
bersangkutan. 

d. Pasal 50 ayat (8), Dalam hal Pimpinan PDIP Minahasa Selatan berhalangan tetap, LPPDK 
dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART PDIP dibuktikan 
dengan surat keterangan pendelegasian dari PDIP. 

e. Pasal 50 ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:  
(1) meninggal dunia;  
(2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau  
(3) sedang melaksanakan ibadah keagamaan. 

f. Pasal 43 ayat (3), Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan PDIP 
Minahasa Selatan. 

g. Pasal 43 ayat (6), Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan 
jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

h. Pasal 43 ayat (7), Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab PDIP Minahasa 
Selatan. 

3. Kelengkapan dan Penyampaian - PKPU Nomor 18 Tahun 2023 
a. Pasal 53 ayat (3), PDIP Minahasa Selatan dapat menyampaikan LPPDK kepada KAP yang 

ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui 
Sikadeka. 

b. Pasal 53 ayat (4), Pimpinan PDIP Minahasa Selatan menyampaikan Laporan Dana 
Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara, paling lambat pukul 
23:59 waktu setempat. 

c. Pasal 53 ayat (6), Dalam hal PDIP Minahasa Selatan tidak menyampaikan LPPDK, KPU 
menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit. 

d. Pasal 50 ayat (4), Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU, dilampiri 
dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:  
(1) Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;  
(2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;  
(3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;  
(4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;  
(5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum 

Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;  
(6) Formulir 6 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan 

Penerimaan dan Pengeluaran;  
(7) Formulir 7 Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye; 
(8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;  
(9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening PDIP Minahasa 

Selatan telah ditutup; 
(10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 
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4. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang - PKPU Nomor 18 Tahun 2023 
a. Pasal 31 ayat (1), Dana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten bersumber dari:  

(1) Partai Politik;  
(2) Calon anggota DPRD Kabupaten dari Partai Politik yang bersangkutan; dan  
(3) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu: 

i. Perseorangan;  
ii. Kelompok;  
iii. Perusahaan; dan/atau  
iv. Badan usaha nonpemerintah. 

b. Pasal 32 ayat (8), Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam 
bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi 
masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai 
organisasi masyarakat. 

c. Pasal 33 ayat (1), Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan 
penyumbang yang menurut informasi identitas Penyumbang dan jumlah sumbangan. 

d. Pasal 33 ayat (2), Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, 
dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas 
dan jumlah sumbangan. 

e. Pasal 49 ayat (2) huruf b, Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri 
salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Nonpemerintah dari Menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 

f. Pasal 49 ayat (2) huruf c, Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan 
Usaha Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha. 

g. Pasal 36 ayat (3) huruf b, Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan 
cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas 
penyumbang. 

h. Pasal 36 ayat (5), Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang 
bersangkutan; Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada 
bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang. 

5. Pencatatan Penerimaan Sumbangan - PKPU Nomor 18 Tahun 2023 
a. Pasal 34 ayat (4), PDIP Minahasa Selatan mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan 

(mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk 
utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual 
beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan. 

b. Pasal 36 ayat (2), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK 
terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu. 

6. Pencatatan Penerimaan Sumbangan - Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 18 Tahun 
2023, PDIP Minahasa Selatan mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, 
barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon 
pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) 
yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini: 
a. Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan, 

dan 
b. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) untuk penyumbang kelompok, 

perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah. 
7. Sumbangan yang Dilarang - Pasal 34 ayat (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2023, jika PDIP Minahasa 

Selatan menerima sumbangan melebihi ketentuan, maka harus mematuhi ketentuan berikut: 
a. Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;  
b. Wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU; dan  
c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari 

setelah masa Kampanye berakhir. 
8. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye - PKPU Nomor 18 Tahun 2023 

a. Pasal 41 ayat (1), Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPRD Kabupaten 
yaitu untuk:  
(1) Pembiayaan aktivitas kampanye;  
(2) Pembayaran utang; dan  
(3) Pengeluaran lain-lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. 
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b. Pasal 34 ayat (4), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli 
yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan pembatasan sumbangan Dana 
Kampanye. 

 
 
Keterbatasan Laporan 
Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang 
tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh PDIP Minahasa Selatan.  
Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian 
secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan 
dan kecurangan yang terjadi.  Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang 
melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana 
Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam Laporan Dana Kampanye tersebut.  Pemeriksaan 
kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh 
PDIP Minahasa Selatan, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak 
diungkapkan di dalam laporan.  Kami tidak memberikan penentuan legal atau kepatuhan PDIP Minahasa 
Selatan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye. 
 
 
Tanggung Jawab Peserta Pemilu PDIP Minahasa Selatan 
PDIP Minahasa Selatan bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Tanggung jawab tersebut juga mencakup 
penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, 
implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.  PDIP 
Minahasa Selatan juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 
terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Penerimaan 
dan Pengeluaran Dana Kampanye PDIP Minahasa Selatan tertanggal 26 Februari 2024. 
 
 
Tanggung Jawab Akuntan Publik 
Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan 
keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang 
kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh.  Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar 
Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): <Perikatan Asurans Selain Audit atau Reviu atas Informasi 
Keuangan Historis= yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.  Standar tersebut mewajibkan 
kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik 
termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini.  
Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans 
secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami. 
 
Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam 
melaksanakan Perikatan Asurans ini.  Sesuai dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2023, kami melaksanakan 
perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana 
Kampanye PDIP Minahasa Selatan dari KPU Kabupaten Minahasa Selatan. 
 
 
Basis Adanya Ketidakpatuhan 
Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap kriteria 
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam melaporkan dana 
kampanye yang berlaku bagi PDIP Minahasa Selatan selama periode mulai tanggal 17 Desember 2022 
sampai dengan tanggal 22 Februari 2024, antara lain: 
 
÷ Tidak diketahui setoran awal dan tanggal pembukaan RKDK, tidak sesuai dengan yang diatur dalam 

Pasal 37 ayat (3) PKPU Nomor 18 Tahun 2023. 
÷ Pembukaan RKDK tidak dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan 

oleh KPU sesuai dengan Pasal 37 ayat (4) PKPU Nomor 18 Tahun 2023. 
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LAPORAN ASURANS INDEPENDEN 

Nomor: 00025/2.0937/1791/DAKAM-2024/MINAHASASELATAN/GOLKAR 

 

Kepada Yth: 

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan  

 

Cakupan 

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara 

berdasarkan kontrak Nomor: 25/SPK/II/KPU-SULUT/2024, untuk melakukan Perikatan 

Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan 

Laporan Dana Kampanye Partai Golkar Dewan Pimpinan daerah Kabupaten Minahasa 

Selatan untuk periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap 

peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye, yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik   

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7  

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6863); 

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana   

Kampanye Pemilihan Umum; 

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman 

Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye; 

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman 

Teknis  Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum; 

5. Untuk selanjutnya Undang-undang dan peraturan tersebut diatas kami sebut sebagai    

<Peraturan Dana Kampanye=. 

 

Informasi Hal Pokok 

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 

Laporan Dana Kampanye Partai Golkar terdiri dari: 

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi 

Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo 

pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh 

sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan 



 

 
 

 

sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau 

Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai 

Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan; 

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang 

memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK 

disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan; dan 

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan 

yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai 

sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa 

kampanye. 

 

Kriteria 

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2023. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan 

diterapkan oleh Partai Golkar dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang 

wajib dipatuhi oleh Partai Golkar  dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah: 

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) 

a. Pembukaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai 

Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik 

Peserta Pemilu pada Bank Umum. 

2) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui 

ketentuan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum 

dimulainya masa kampanye. 

3) ayat (4), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan 

RKDK yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum . 

4) ayat (8), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan 

tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor 

RKDK kepada Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan 

tingkatannya. 

b. Pengelolaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1) ayat (6), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk 

mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai 

Politik, 

2) ayat (10), RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau 



 

 
 

 

dilakukan penggantian, dan 

3) Pasal 36 ayat (1), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib 

ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan 

Kampanye Pemilu. Penutupan, Pasal 38 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

4) ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank 

Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 

(satu) Hari sebelum penyampaian LDK kepada KAP, 

5) ayat (2), Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat 

permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum, dan 

6) Pasal 38 ayat (5), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti 

penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari 

setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum. 

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 

a. Muatan Informasi, Pasal 47 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, yang memuat 

informasi: 

1) RKDK; 

2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; 

3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan 

sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye 

4) apabila diterima sebelum periode pembukuan; 

5) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk 

sebelum pembukaan RKDK; 

6) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; 

7) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan 

b. Periode Pembukuan, Pasal 47 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 

(tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan 

ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK. 

2) ayat (6), LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, 

dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai 

dengan tingkatannya. 

3) ayat (7), LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan. 

4) ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK 

dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART 

Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. 

5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan: 

a) meninggal dunia; 



 

 
 

 

b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau 

c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan Kelengkapan dan 

Penyampaian, Pasal 51 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

6) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi 

Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan 

kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang 

ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal 

pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat 

pukul 23.59 waktu setempat. 

7) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan 

mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka. 

8) ayat (7), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan 

oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada Komisi 

Pemilihan Umum melalui Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak 

menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari 

Komisi Pemilihan Umum , paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. 

9) ayat (5), apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu 

dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan 

tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau 

memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri 

atas: 

a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye; 

b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye; 

c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana 

Kampanye; 

d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; 

e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana 

Kampanye sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye 

f)   Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan 

Pengeluaran; 

g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana 

Kampanye 

h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus  Dana Kampanye; 

i)   Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran, dan 

j)   Pasal 47 ayat (4), Penyerahan LADK kepada Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan: 



 

 
 

 

Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye; 

k) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye; 

l)   Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana 

Kampanye; 

m) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye 

n) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana 

Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye; 

o) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan 

Pengeluaran; 

p) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal 

Dana Kampanye; 

q) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye 

r) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran 

3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) 

a. Muatan Informasi Pasal 49 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, LPSDK memuat 

informasi: 

1) identitas penyumbang 

2) jumlah sumbangan Dana Kampanye 

b. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 52 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan 

tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada Komisi Pemilihan 

Umum dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah 

melalui Sikadeka, 

2) ayat (4), Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye 

sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, dan 

3) Pasal 49 ayat (2), LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas: 

a) LPSDK Pihak Lain Perseorangan; 

b) LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan 

c) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan /atau Badan Usaha  Nonpemerintah. 

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) 

a. Muatan Informasi, Pasal 50 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik 

Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi: 

1) RKDK 

2) Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; 

3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan 

sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima 

sebelum periode pembukuan; 

4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu 



 

 
 

 

termasuk sebelum pembukaan RKDK; 

5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; 

6) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; 

7) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan 

8) Asersi atas Laporan Dana Kampanye. 

b. Periode Pembukuan, Pasal 50 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK 

yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik 

Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK 

kepada KAP yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum. 

2) ayat (6), LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, 

dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik 

sesuai dengan tingkatannya. 

3) ayat (7), LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan. 

4) ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat 

ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai 

Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan 

pendelegasian dari Partai Politik yang bersangkutan. 

5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan: 

a) meninggal dunia; 

b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau 

c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan 

c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 53 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan 

mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka. 

2) ayat (4), Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan 

kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan 

Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah 

pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktu setempat, 

3) ayat (6), Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan 

LPPDK, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan LADK dan LPSDK kepada 

KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit, dan 

4) Pasal 50 ayat (4), Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh 

Komisi Pemilihan Umum, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi 

dengan: 

a) Formulir  1, Laporan   Penerimaan   dan   Pengeluaran   Dana Kampanye; 

b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye; 



 

 
 

 

c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana 

Kampanye; 

d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; 

e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana 

Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan 

Pengeluaran Dana Kampanye; 

f)   Formulir 6, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye 

Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran; 

g) Formulir 7, Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana 

Kampanye; 

h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus  Dana Kampanye; 

i)   Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening 

Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup. 

j)   Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran 

d. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam PKPU 

nomor 18 tahun 2023: 

1) Pasal 31 ayat (1), Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD 

bersumber dari: 

a) Partai Politik; 

b) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai 

Politik yang bersangkutan; dan 

c) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu: 

i. Perseorangan; 

ii. Kelompok; 

iii. Perusahaan; dan/atau 

iv. Badan usaha nonpemerintah 

2) Pasal 32 ayat (8), Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta 

Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok 

berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan 

perundang- undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat. 

3) Pasal 33 ayat (1), Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat 

pernyataan penyumbang yang menurut informasi identitas Penyumbang dan 

jumlah sumbangan. 

4) Pasal 33 ayat (2), Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, 

perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan 

informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan. 

5) Pasal 49 ayat (2) huruf b, Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok 

dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum 



 

 
 

 

Nonpemerintah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang hukum  dan hak asasi manusia. 

6) Pasal 49 ayat (2) c, Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan 

atau Badan Usaha Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian 

Perusahaan atau badan usaha. 

7) Pasal 36 ayat (3) huruf b, Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang 

dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening 

penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang. 

8) Pasal 36 ayat (5), Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari 

bank yang bersangkutan; Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan 

melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan 

penyumbang. 

e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 34 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh 

sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan 

dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa 

yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang 

diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan, dan 

2) Pasal 37 ayat (1), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan 

pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye 

pemilu. 

f. Batasan/Kesesuaian Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 

tahun 2023 Pasal 34 ayat (1) dan (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi 

jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang 

dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian 

barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara 

umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di 

bawah ini: 

1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang 

perseorangan; dan 

2) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk penyumbang 

kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah 

g. Sumbangan yang dilarang, Pasal 34 ayat (5) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai 

Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus 

mematuhi ketentuan berikut: 

1) Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud; 

2) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum; dan 

3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat 

belas) hari setelah masa Kampanye berakhir. 



 

 
 

 

h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 41 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1) ayat (1), Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD 

provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu untuk: 

a) Pembiayaan aktivitas kampanye; 

b) Pembayaran hutang; dan 

c) Pengeluaran lain- lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. 

2) Pasal 34 ayat (4), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas 

kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan 

sumbangan. 

 

Keterbatasan Laporan 

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada 

informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami 

oleh Partai Golkar Dewan Pimpinan daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Pada suatu 

pelaksanaan Perikatan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, 

pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam 

mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, 

saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul 

Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara 

menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas 

hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh 

Partai Golkar Dewan Pimpinan daerah Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga kami tidak 

melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami 

tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Golkar Dewan Pimpinan daerah 

Kabupaten Minahasa Selatan, terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan Laporan Dana Kampanye. 

 

Tanggung Jawab Partai Golkar Dewan Pimpinan daerah Kabupaten Minahasa 

Selatan 

Partai Golkar Dewan Pimpinan daerah Kabupaten Minahasa Selatan bertanggungjawab 

atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode 

penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, 

implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan  laporan. 

Partai Golkar Dewan Pimpinan daerah Kabupaten Minahasa Selatan juga bertanggung 

jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana  Kampanye, 

sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran 

Dana Kampanye Partai Golkar Dewan Pimpinan daerah Kabupaten Minahasa Selatan 



 

 
 

 

tertanggal 28 Februari 2024. 

 

Tanggung Jawab Akuntan Publik 

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa 

pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut 

berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. 

Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): 

<Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis= yang 

ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami 

untuk memenuhi  ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan 

Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam 

Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan 

melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami. 

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan 

dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan pasal 102 ayat (1) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023, kami melaksanakan perikatan ini selama 

30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye 

Laporan Dana Kampanye Partai Golkar Dewan Pimpinan daerah Kabupaten Minahasa 

Selatan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan. 

 

Simpulan 

Menurut opini kami, Asersi Partai Golkar Dewan Pimpinan daerah Kabupaten Minahasa 

Selatan dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal 

yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 18 tahun 2023. 

 

Pembatasan Penggunaan Laporan 

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan dan sesuai dengan Surat Perjanjian 

Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas 

penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.  

 



 

 
 

 

Kantor Akuntan Publik 

KAP Effendy dan Rekan 

 

 

 

Achmad Zaenudin SE, Ak, CA, CPA 
Nomor Register AP. 01791 

Bekasi, 25 Maret 2024 
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Ketua KPU Kabupaten Minahasa Selatan 
Di Tempat 

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN 

Nomor :00030/3.0472/JAL/12/1887/1/|/2024 

Kami telah ditugaskan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan 
Kontrak Nomor 26/ISPK/IIKPU-SULUTI2024, 21 Februari 2024 untuk melakukan Perikatan 
Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan 
Laporan Dana Kampanye Partai NasDem Kabupaten Minahasa Selatan untuk periode 16 
November 2023 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan 
terkait pelaporan Dana Kampanye yang terdiri dari: 

a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum. 

Informasi Hal Pokok 

b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis 
Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum. dan 

C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis 
Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye. 

XLNC 

Kriteria 

FOUNDING MEMBER 

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana 
Kampanye Pemilihan Umum, Laporan Dana Kampanye Partai NasDem Kabupaten Minahasa 
Selatan terdiri dari: 

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi 
Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, 
rincian pehitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan 
Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari 
pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang 
dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum 

penyampaian LADK kepada Komisí Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan dan 

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat 
seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai 
dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Minahasa Selatan dan 

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang 

memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak 
ditetapkarn sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye. 

Branch office Makassar 
Lisence Number :182/KM.1/2023 dated April 18, 2023 

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan ketentuan 
pelaksanaannya. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Politik 

JI. Batua Raya - Ruko Batara Mas No. A2 Makassar -Sulewesi Selatan 90233 
Telp. 0411. 694 8593 | WA. 0811 448 1551 
email jsr.mker@gmal.com | wwww.kapjsr.co. id 

JAKARTA BANDUNG BEKASI 

BOGOR | PEKANBARU | MAKASSAR 



1. Rekening Khusus Dana Kampanye 

Peserta Pemilu dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh 
Partai NasDem Kabupaten Minahasa Selatan dalam menyusun Laporan Dana Kampanye 

adalah: 

Registorod Publlc Accoutant 

a. Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu 
yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum. 

b. Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan Pembukaan 

Jojo sUNARJO 
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RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye. 
C. Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang 

diterbitkan oleh KPU. 
d. Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota 

membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, 
dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatanya. 

e. Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK 
dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik. 

a 

Ae 20 

f. Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK 
terlebih dahulu sebelum digurnakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. 

C. 

g. RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian. 
h. Partai Politik Peserta Pemilu wajitb menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari 

setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum 
penyampaian LDK kepada KAP. 

i. Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan 
RKDK kepada Bank Umum. 

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 

j. Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa 
surat pernyataan dari BankUmum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari 
Bank Umum. 

1. 

4 

5 

Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi: 
RKDK. 

2 Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan. 

6. 

XLNC: 
FOUNDING MEMBER 

3 Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan 

Branch Office Makassar 

dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode 
pembukaan. 

NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu. 

Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk 
sebelum pembukaan RKDK. 

Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. 
b. Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah 

Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum 
penyampaian LADK. 
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d. LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD abupaten/kota ditandatangani 
oleh calon yang bersangkutan. 

Berhalangan tetap meliputi keadaan: 

Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani oleh 
pihak yang berwenang sesuai dengan ADIART Partai Politik Peserta Pemilu yang 

bersangkutan. 

1. meninggal dunia. 
2. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. atau 
3. sedang melaksanakan ibadah keagamaan. 

g. Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan Partai 
Politk Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi 
penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari 
sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat 

umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. 
h. Partai Politik Peserta Penilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan 

dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka. 

1. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye. 

i. Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Partai Politik 
Peserta Pemilu kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak 
menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling 

lambat pukul 23.59 waktu setempat. 
Penyerahan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai 
dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan: 

2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 
3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye. 
4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye 

5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye 
Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye. 

6. Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan 
Pengeluaran. 

8. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kamparnye. dan 

7. Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana 
Kampanye. 

9. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 

XLNC 
FOUNDING MEMBER 

1. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye. 

k. Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politk Peserta Pemilu dikemtbalikan oleh 
KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai derngan tingkatannya, maka 
Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK 

dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas: 

2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 

4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye. 

Branch Office Makassar 

3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye. 

5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye 
Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye 
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3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) 

a. 

b. 

6. Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan 
Pengeluaran. 

8. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye. 
7. Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye 

9. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 

LPSDK memuat informasi sebagai berikut: 
1. identitas penyumbang. 
2. jumlah sumbangan dana kampanye. 

d. LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas: 

C. Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sarmpai dengan 1 
(satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir. 

Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota 
menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK 
yang diunggah melalui Sikadeka. 

1. LPSDK Pihak Lain Perseorangan. 
2. LPSDK Pihak Lain Perseorangan. 

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) 

3. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Non Pemerintah. 

Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi: 
1. RKDK 

2. Saldo awal atau saldo Saldo awal atau saldo: Saldo awal pembukuan yang 
merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk 
kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan. 

4. NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu. 

3. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk 
sebelum pembukaan RKDK. 

5. Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. 
6. Saldo akhir pada saat penutupan RKDK. dan 
7. Asersi atas Laporan Dana Kampanye. 

XLNC 
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Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 

3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup7 
(tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU. 

C. LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan 
tingkatannya. 

Branch Office Makassar 

d. LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 

ditandatangani oleh calon yang bersangkutan. 

Berhalangan tetap meliputi keadaan: 

Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani oleh 

pihak yang berwenang sesuai dengan ADIART Partai Politik yang bersangkutan 
dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik yang 
bersangkutan. 
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1. meninggal Dunia. 
2. tidak mampumelaksanakan tugas secara permanen. atau 

3. sedang melaksanakan ibadah keagamaan. 

h. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota 
Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye 
paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 
waktu setempat. 

Pengurus Partai Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan 
data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka. 

1. Formulir 1 Laporan Penerimaan Dan Pengeluara Dana Kampanye. 

Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU, dilampiri dengan 
LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan: 

2. Formulir Daftar Pernerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 

4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye. 
3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye. 

5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye 
Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana 

Kampanye. 
6. Formulir 6 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan 

Penerimaan Dan Pengeluaran. 

8. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Darna Kampanye. 
7. Formulir 7 Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye. 

10.Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 

XLNC, 

9. Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik 
Peserta Pemilu bersangkutan telah ditutup. 

FOUNDING MEMBER 

1. Partai Politik. 

Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, KPU 
menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit. 
Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari: 

2. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan1 DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang 
bersangkutan. dan 

3. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu Perseorangan, 
Kelompok, Perusahaan danlatau Badan usaha non Pemerintah. 

Branch Office Makassar 

Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang 
yang menurut informasi Penyumbang dan jumlah sumbangan. 

m. Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan 
usaha nonpemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah 

sumbangan. 
Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, 
barang, danlatau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi 
masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang mengatur mengenai 
organisasi masyarakat. 
Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri salinan keputusan 
pengesahan pendirian Badan Hukum Nonpemerintah dari Menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 
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p. Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha 
Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha. 

q. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan 
dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang. 
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ldentitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan. 
Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai 

dengan surat pernyataan penyumbang. 
Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup 
uang, barang, danlatau jasa yang dikonversikarn dengan nilai uang, termasuk utang 
dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual 

beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan. 
Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu 

sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. 
Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup 
uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang 
dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi juaal 
beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di 

bawah ini. 

1. Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk pernyumbang 
perseorangan. dan 

2. Rp25.000.0000.000,00 (dua puluh lima milyar) untuk penyumbang kelompok 
dan/atau badan usaha non pemerintah. 

w. Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan 
DPRD kabupaten/kota yaitu untuk: 

1. Pembiayaan aktivitas kampanye. 

XLNC, 

2. Pembayaran hutang. dan 

FOUNDING MEMBER 

3. Pengeluaran lain-ain yang dimiliki berdasarkan harga pasar yang wajar. 

Keterbatasan Laporan 

Branch offlice Makassar 

Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku 
secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan. 

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi 
yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai 
NasDem Kabupaten Minahasa Selatan. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat 
keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan 
memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang 
terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada 
sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye 
tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami 
juga terbatas hanya pada dokumen danlatau informasi yang diserahkan danlatau disediakan 
oleh Partai NasDem Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga kami tidak melakukan 
pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan 
penentuan legal atas kepatuhan Partai NasDem Kabupaten Minahasa Selatan terhadap 
peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye. 
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Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai NasDem Kabupaten Minahasa Selatan 
Partai NasDen Kabupaten Minahasa Selatan bertanggungjawab atas penyusunan Laporan 
Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung 
jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang 
digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses 
yang relevan untuk penyusunan laporan. 

Tanggung Jawab Akuntan Publik 

Partai NasDem Kabupaten Minahasa Selatan juga bertanggung jawab atas kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah 
dinyatakan dalam Asersi Partai NasDem Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 28 Feb 2024 

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat 
dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan 

prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan 
perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans 
selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan 
Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar 
Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi 
bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga 

mewajibkan kami untuk merencanalkan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai 
dalam mendukung kesimpulan kami. 

Minahasa Selatan. 

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam 
melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, kami melaksanakan perikatan ini 
selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye 
Partai Nas Dem Kabupaten Minahasa Selatan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Basis adanya Ketidakpatuhan 

XLNC 

Aspek Laporan Dana Kampanye (RKDK/LADK/LPSDK/LPPDK) 

FOUNDING MEMBER 

Terdapat 30 calon anggota legislatif Partai NasDem Kabupaten Minahasa Selatan. 
Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap 
kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam 
melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Partai NasDem Kabupaten Minahasa Selatan 
selama periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024, antara lain: 

Branch Office Makassar 

1. Periode akhir LADK adalah 6 Januari 2023, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) 

PKPU nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. 

2. Penerimaan dan Pengeluaran pada LADK dan LPPDK Partai Politik tidak tercatat pada 
Daftar Penerimaan dan Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran, sehingga tidak 

sesuai dengan Pasal 47 ayat (1), (4) dan Pasal 50 ayat (1) dan (4) PKPU Nomor 18 Tahun 
2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. 
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3. Saldo awal pembukaan RKDK yang tercatat pada LADK tidak tercatat kembali pada 
LPPDK, sehingga tidak sesuai dengan pasal 43 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) PKPU Nomor 
18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. 

4. Jumlah penerimaan dan pengeluaran pada LPPDK Calon Anggota Legislatif tidak sesuai 
dengan Penerimaan dan Pengeluaran yang bersumber dari Calon Anggota Legislatif pada 
LPPDK Partai Politik. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) dan (3) PKPU 
Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. 

5. Seluruh bukti pendukung yang dilampirkan tidak memuat nilai transaksi yang lengkap 
sehingga tidak sesuai dengan Pasal 43 ayat (6) dan Pasal 50 ayat (1) PKPU Nomor 18 
Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. 
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6. Periode akhir LPPDK adalah 10 Februari 2024, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 50 ayat 
(2) PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. 

Simpulan 

Pembatasan Penggunaan Laporan 

Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas dalam semua 
hal yang material, Asersi Partai NasDem Kabupaten Minahasa Selatan dalam Laporan Dana 
Kampanye tersebut di atas, tidak patuh terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan 
peraturan pelaksanaannya. 

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi Pemilihan 
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LAPORAN ASURANS INDEPENDEN
Nomor : IAI-06/SU -LDK/lll / 2024

Kepada Yth:
Ketua KPU Kabupaten Minahasa Selatan

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Utara berdasarkan kontrak No. 29iSPKlII/KPU-SULUT/2024,tanggal 26

Februari 2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan
memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana
Kampanye Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Minahasa Selatan untuk
periode 17 Desember 2O22 sampai dengan 22 Februari ZO24 terhadap
peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2A17 tentang Pemilihan Umum

[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot7 Nomor 1.82,
TamLrahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109J
sebagaimana telah diutrah dengan tJndang-Undang 7 Tahun 2A23
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2O22 tentang Perubahan atas Undang-Unclang Nomor 7
Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A23 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum IPKPU] Nomor 18 Tahun 2023
tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang
Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana
Kampanye;

4" Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 "fahun 2O23 tentang
Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;

Untuk selanjutnya Undang-undang dan peraturan tersebut diatas kami
sebut sebagai "Peraturan Dana Kampanye".

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2O23 Laporan Dana Kampanye Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten
Minahasa Selatan terdiri dari:

1. I"aporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang
memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber
perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan
penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan
Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang
bersumber dari Partai Politik Calon Anggota DPRD dari partai politik
sendiri dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta



2.

3.

Pemilu sampai dengan 1 (satuJ hari sebelum penyampaian LADK
kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan

Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDKJ adalah
pmbukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta
Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1- fsatu) hari
sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kabupaten Minahasa
Selatan; dan

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye ILPPDK)
adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan
pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai
Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

1,

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun ZOZ3. Kriteria tersebut juga
dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten
Minahasa Selatan dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria
yang wajib dipatuhi oleh Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Minahasa
Selatan dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

Rekening Khusus Dana Kampanye [RKDI{)
a. Pembukaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2O23:

1l ayat {2), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas
nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening
pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum

2) ayat [3), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak
melampaui ketentuan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1

(satuJ hari sebelum dimulainya masa kampanye
3) ayat {4), Pernbukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar

pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan
Umum

4) ayat (BJ, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusa! tingkat
provinsi dan tingkat kabupatenlkota membuka dan melaporkan
hanya 1 (satuJ nomor RKDK kepada Komisi Pernilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Proyinsi, dan/atau Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten /Kota sesuai dengan tingkatannya.

b. Pengelolaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2O23:
1) ayat (6), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas

untuk mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan
dari pimpinan Partai Politik

2) ayat (10J, RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat
ditarik danfatau dilakukan penggantian, dan

3) Pasal 36 ayat (1), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk
uang wajitr ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum
digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

c. Penutupan, Pasal 38 PKPU nomor 18 tahun 2023:
1l ayat [1J, Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK

pada Bank Umum 1 {satuJ Hari setelah penutupan pembukuan
LPPDK sampai dengan 1 [satuJ Hari sebelum penyampaian LDK
kepada KAP

Z) ayat {Z), Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan



surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum, dan
3) Pasal 37 ayat [5J, Partai Politik Peserta Pemilu wajib

menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat
pernyataan dari Bank Umum 1 [satu) Hari setelah menerima
surat pernyataan dari Bank Umum.

2. Laporan Awal Dana Kampanye ILADKJ
a. Muatan Informasi, Pasal 46 ayat (1j PKPU nomor 18 tahun 2023,

yang memuat informasi:
1l RKDK
2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan
3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil

penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan
kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan

4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta
Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK

5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu
6) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat

dip ertanggu ngj awabkan.

b. Periode Pembukuan, Pasal 47 PKPU nomor LB tahun 2O23:
7) ayat {2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan

LADK yaitu 3 ftigal Hari setelah Partai Politik ditetapkan
sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum
penyampaian LADK

Z) ayat [6), I.ADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DP& DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten /Kota ditandatangani oleh
Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya

3) ayat {7), LADK calon anggota DPR" DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan

4) ayat [BJ, Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap,
LADK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai
dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu yang
bersangkutan

5) ayat [10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:
al meninggal dunia
b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
cJ sedang melaksanakan ibadah keagamaan.

C. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 51 PKPU nomor 18 tahun
2023:
1) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR,

DPRD Provinsi Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat
pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan
LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat
belasJ Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan
Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat
pukul 23.59 waktu setempat

2) ayat [3J, Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK
dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah
melalui Sikadeka

3l ayat (7), Apabila terdapat perlraikan, maka LADK perbaikan
disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU,
KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten /Kota melalui Sikadeka
paling lambat 5 Qima) Hari sejak menerima tanda pengembalian



dan berita acara hasil pencermatan dari Komisi Pemilihan
Umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat

4) ayat (5), apabila LADK yang disarnpaikan oleh Partai Politik
Peserta Pemilu dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Kornisi Pemilihan
Umum Kabupaten /Kota sesuai dengan tingkatannya, maka
Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau
memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK
perbaikan yang yang terdiri atas:
a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;
b) Formulir 2,Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan

Pengeluaran Dana Kampanye;
d) Formulir 4,Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran

Dana Kampanye sebelum Periode Pembukuan Laporan
Awal Dana Kampanye

0 Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan
Penerimaan dan Pengeluaran;

g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung |awab Atas
Laporan Awal Dana Kampanye;

h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

il Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran, dan

5) Pasal 47 ayat [4J, Penyerahan LADK kepada Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten /Kota sesuai dengan tingkatannya,
yang dilengkapi dengan:
aJ Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye
b) Formulir 2,Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
cJ Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan

Pengeluaran Dana Kampanye
d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye
e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran

Dana Kampanye Sebelum Periode Pernbukuan Laporan
Awal Dana Kampanye

0 Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan
Penerimaan dan Pengeluaran

g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung |awab atas
Laporan Awal Dana Kampanye

hl Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye

i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
a. Muatan Informasi Pasal 49 ayat [1) PKPU nomor 18 tahun 2023,

LPSDK memuat informasi;
1l identitaspenyumbang
2) jumlah sumbangan Dana Kampanye

b. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 52 PKPU nomor 18 tahun
2023:
1l ayat {2), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat



provinsi dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK
kepada Komisi Pemilihan Umum dengan mengirimkan data dan
dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka

2) ayat (3), Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa
Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye
berakhir, dan

3) Pasal 49 ayat (2), LPSDK disampaikan secara lengkap yang
terdiri atas:

a) LPSDK Pihak Lain Perseorangan;
b) LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan
c) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha

Non pemerintah.

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDIQ
a. Muatan Informasi, Pasal 50 ayat [1) PKPU nomor 18 tahun 2023,

Partai Politik Peserta Pemilu men)rusun LPPDK yang memuat
informasi:
1l RKDK
2) Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil

penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan
Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan

4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta
Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK

5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu
6l Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan

n Saldo akhir pada saat penutupan RKDK dan
Bl Asersi atas Laporan Dana Kampanye.

b- Periode Pembukuan, Pasal 50 PKPU nomor 18 tahun 2A23:
1l ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode

pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tigal hari setelah
ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7

[tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang
ditunjuk Komisi Pemilihan Umum

2) ayat (6J, LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh
Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya

3) a5rat {7), LPPDK calon anggota DP& DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten /Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.

4) ayat [B], Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap
LPPDK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai
dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan dibuktikan
dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik yang
bersangkutan

5l ayat (1-0J, Berhalangan tetap meliputi keadaan:
a) meninggal dunia
b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen, atau
cJ sedang melaksanakan ibadah keagamaan.

Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 53 PKPU nomor 18 tahun
2423:
1) ayat [3), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyampaikan

LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang
diunggah melalui Sikadeka

C.



2) ayat {4), Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat,
provinsi, dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan
DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat
15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara, paling lambat
pukul 23.59 waktu setempat

3) ayat t6), Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak
menyampaikan LPPDK, Komisi Pemilihan Umum
menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka
untuk dilakukan audit, dan

+) Pasal 50 ayat (4), Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah
ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum, dilampiri dengan LADK
dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
aJ Formulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran

Dana Kampanye
bl Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
cJ Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan

Pengeluaran Dana Kampanye
d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye
eJ Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran

Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan
Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

0 Formulir 6, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran

gl Formulir 7, Asersi Atas Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Kampanye

h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye

i) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan
bahwa rekening Partai Politik bersangkutan telah ditutup

j) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

d. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, sebagaimana diatur
dalam PKPU nomor 18 tahun 2O23:

i) Pasal 31 ayat (1), Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan
DPRD bersumber dari:
aJ Partai Politik;
b) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten /kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan
c) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:

i. Perseorangan;
ii. Kelompok;
iii. Perusahaan;dan/atau
iv. Badan usaha nonpemerintah

2) Pasal 32 ayat [B), Kelompok yang memberikan sumbangan
kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau
jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi
masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang- undangan
yang mengatur mengenai organisasi masyarakat

3) Pasal 33 ayat (1), Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi
dengan surat pernyataan penyumbang yang mecantumkan
informasi identitas Penyumbang dan jumlah sumbangan

4) Pasal 33 ayat [2), Sumbangan yang berasal dari perseorangan,
kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah
harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah
sumbangan



5) Pasal 49 ayat [2) huruf b, Sumbangan yang berasal dari pihak
lain Kelompok dilampiri salinan keputusan pengesahan
pendirian Badan Hukum dari Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
dan hak asasi manusia

6) Pasal 49 ayat {2) c, Sumbangan yang berasal dari pihak lain
perusahaan atau Badan Usaha Non pemerintah wajib dilampiri
salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha

7) Pasal 36 ayat t3l huruf b, Penerimaan sumbangan Dana
Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana
dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas
penyumbang

Bl Pasal 36 ayat (5J, Identitas penyumbang dapat berupa surat
keterangan dari bank yang bersangkutan; Sumbangan Dana
Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank,
disertai dengan surat pernyataan penyumbang.

e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 34 PKPU nomor 18
tahun 2O23:

1l ayat t4), Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan
melaporkan seluruh sumbangan [mencakup uang, barang,
danfatau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk
utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi
batas kewajaran transaksi jual beli secara umumJ yang diterima
ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan, dan

2) Pasal 37 ayat (1J, Dana Kampanye yang berupa uang, wajib
ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan
untuk kegiatan kampanye pemilu.

f- Batasan/Kesesuaian Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU
nomor 18 tahun 2O23 Pasal 34 ayat (11 dan (2), Partai Politik
Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumtlangan
(mencakup uang, barang dan/ataujasa yang dikonversikan dengan
nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa
yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum)
yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di
bawah ini:
1) Rp2.50O.000.000,O0 (dua milyar lima ratus juta rupiahJ untuk

penyumbang perseorangan; dan
2) Rp25.OO0.O00.00O,O0 fdua puluh lima milyar rupiahJ untuk

penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non
pemerintah.

g. Sumbangan yang dilarang, Pasal 34 ayat [5) PKPU nomor 18 tahun
2023, Paftai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan
melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan Lrerikut:
1-l Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
Z) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada Komisi

Pemilihan Umum; dan
3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat

14 (empat belasJ hari setelah masa Kampanye berakhir.

h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 41 PKPU nomor 1B

tahun 2023:
1l ayat (1], Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota



DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten /kota yaitu untuk:
al Pembiayaan aktivitas kampanye;
bl PemLrayaran hutang; dan
c) Pengeluaran lain- lain yang dinilai berdasarkan harga pasar

yang wajar, dan
2) Pasal 34 ayat (4), Setiap diskon pembelian barang yang

melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum,
diperlakukan ketentuan sumbangan.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan
terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang
disampaikan kepada kami oleh Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten
Minahasa Selatan. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat
keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang
dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi
ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat,
saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana
sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana
Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana
Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen
dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai
Keadilan Sejahtera Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga kami tidak
melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam
laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai
Keadilan Sejahtera Kabupaten Minahasa Selatan terhadap peraturan
perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung fawab Partai Keadilan Seiahtera Kabupaten Minahasa Selatan

Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Minahasa Selatan bertanggungjawaLr
atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga
mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang
digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan
sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. Partai Keadilan
Sejahtera Kabupaten Minahasa Selatan juga bertanggung jawab atas
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana
Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Laporan
Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Keadilan Sejahtera
Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 31 Desember 2O23.

Tanggung fawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan
berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana
Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan
bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan
Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain
Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh
Institut Akuntan PuLrlik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk
memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi
Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel
yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga



mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan
Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.
Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman
yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan
pasal L02 ayat [1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun
2023, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluhJ hari kalender
terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Keadilan
Sejahtera Kabupaten Minahasa Selatan.

Basis adanya Ketidakpatuhan

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini
terhadap kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana

Kampanye dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Partai Keadilan

Sejahtera Kabupaten Minahasa Selatan selama periode 17 Desember 2022 sampai

dengan 22 Februari 2024,antara lain:

1". Pada Asersi Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye IRKDKJ
memuat informasi diantaranya adalah : [A.3.a) Kami menutup RKDK
pada Bank Umum 1 [satu) hari setelah penutupan pembukuan LPPDK

sampai dengan 1 fhari) sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye
kepada KAP, kami menernukan RKDK yang dilampirkan hanya lembar
depan buku tabungan sehingga tidak terdapat tanggal penutupan RKDK

2. Pada Asersi Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDKJ

memuat informasi diantaranya adalah : [A.3.b) Kami menyampaikan
surat pernyataan penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye dari
Bank Umum kepada KPU Kabupaten /Kota, 1 (satuJ Hari setelah
menerima surat pernyataan dari Bank Umum, kami menemukan RKDK
tidak dilampiri dengan surat permohonan penutupan RKDK dari Bank
Umum

3. Pada Asersi Muatan Informasi Laporan Awal Dana Kampanye ILADK)
memuat informasi diantaranya adalah : [B.1.bJ Saldo awal RKDK atau
saldo pembukuan dan sumber perolehan, kami tidak dapat
mencocokkan saldo awal RKDK dengan saldo awal pembukaan karena
dokumen RKDK yang dilampirkan hanya halaman depan buku tabungan

4. Pada Asersi Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADKJ

memuat informasi diantaranya adalah : (8.2.a) Kami menyusun LADK
dengan periode pembukuan yang din-rulai sejak 3 ftigal hari setelah
Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 fsatu)
hari sebelum penyampaian LADK, kami menemukan bahwa periode
pembukuan LADK tercantum mulai tanggal 17 Desember 2022 sampai
dengan 31 Desember 2023

5. Pada Asersi terkait Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye (LPPDK), tidak melaporkan Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Kampanye [LPPD]O.

Simpulan

Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhar-r yang dijelaskan di atas daiam

semua hal yang material, Asersi Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Minahasa Selatan dalam

Laporan Dana Kampanye tersebut diatas, tidak patuh terhadap kriteria yang berlaku

sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.1B tahun 2A23

tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.



Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya
kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan dan sesuai dengan Surat
Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak
bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau
untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik
Drs. HarlyWeku & Priscillia

*

Nomor RegisterAP.0525

Makassar, 2O Maret 2024
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Nomor : 02/CA/KAP-AM/DAKAM-SULUT/III/2024 

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN 

Kepada 

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan  

 

Cakupan  
Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi 

Utara berdasarkan Surat Perjanjian No. 30/SPK/II/KPU-SULUT/2024 Tanggal 26 

Maret 2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan 

memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai 

Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Minahasa Selatan untuk periode 17 

Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-

undangan terkait pelaporan Dana Kampanye, yaitu:  

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);  

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Umum;   

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman 

Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;  

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman 

Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;  
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Untuk selanjutnya Undang-undang dan peraturan tersebut diatas kami sebut sebagai 

<Peraturan Dana Kampanye=.  

 

Informasi Hal Pokok  
Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 

Laporan Dana Kampanye Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Minahasa 

Selatan terdiri dari:  

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat 

informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau 

saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang 

diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan 

penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai 

Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak 

ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum 

penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa 

Selatan;  

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pmbukuan yang 

memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK 

disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan; dan  

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah 

pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana 

Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 

berakhirnya masa kampanye.  

  

 

Kriteria  
Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan 
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diterapkan oleh Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Minahasa Selatan 

dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai 

Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Minahasa Selatan dalam menyusun Laporan 

Dana Kampanye adalah:  

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)  

a. Pembukaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:   

1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai 

Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik 

Peserta Pemilu pada Bank Umum.  

2) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui 

ketentuan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum 

dimulainya masa kampanye.  

3) ayat (4), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar 

pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Minahasa Selatan .  

4) ayat (8), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan 

tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor 

RKDK kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai 

dengan tingkatannya.  

b. Pengelolaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:  

1) ayat (6), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk 

mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan 

Partai Politik,  

2) ayat (10), RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau 

dilakukan penggantian, dan  

3) Pasal 36 ayat (1), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang 

wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk 

kegiatan Kampanye Pemilu.  
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c. Penutupan, Pasal 38 PKPU nomor 18 tahun 2023:   

1) ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank 

Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai 

dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LDK kepada KAP,  

2) ayat (2), Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat 

permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum, dan   

3) Pasal 37 ayat (5),  Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti 

penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) 

Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.  

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)  

a. Muatan Informasi, Pasal 46 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, yang 

memuat informasi:  

1) RKDK;  

2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;  

3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan 

sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye  

4) apabila diterima sebelum periode pembukuan;  

5) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu 

termasuk sebelum pembukaan RKDK;  

6) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;  

7) Bukti  penerimaan  dan  pengeluaran  yang  dapat 

dipertanggungjawabkan  

b. Periode Pembukuan, Pasal 47 PKPU nomor 18 tahun 2023:  

1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 

3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan 

ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.  

2) ayat (6), LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, 

dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik 

sesuai dengan tingkatannya.   
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3) ayat (7), LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.  

4) ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK 

dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART 

Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.  

5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:  

a) meninggal dunia;  

b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau  

c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan  

c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 51 PKPU nomor 18 tahun 2023:  

1) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD 

Provinsi Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, 

dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui 

waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama 

jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling 

lambat pukul 23.59 waktu setempat.  

2) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan 

mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.  

3) ayat (7), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan 

oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan melalui Sikadeka paling 

lambat 5 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara 

hasil pencermatan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa 

Selatan , paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.  

4) ayat (5), apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta 

Pemilu dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib 
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melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan 

LADK perbaikan yang yang terdiri atas:  

a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;  

b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;  

c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana 
Kampanye;  

d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;   

e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana 

Kampanye sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana 

Kampanye  

f) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan 
Pengeluaran;  

g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal 
Dana Kampanye  

h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;  

i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 

5) Pasal 47 ayat (4), Penyerahan LADK kepada Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten /Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:  

a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;  

b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;  

c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran  

Dana Kampanye;  

d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye  

e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana 

Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana 

Kampanye;  

f) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan 
Pengeluaran;  

g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal 
Dana Kampanye;  
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h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye   

i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran  

3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)  

a. Muatan Informasi Pasal 49 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, LPSDK 

memuat informasi:  

1) identitas penyumbang  

2) jumlah sumbangan Dana Kampanye  

b. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 52 PKPU nomor 18 tahun 2023:   

1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan 

tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Minahasa Selatan dengan mengirimkan data dan 

dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka,  

2) ayat (4), Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye 

sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, dan   

3) Pasal 49 ayat (2), LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:  

a) LPSDK Pihak Lain Perseorangan;  

b) LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan  

c) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah  

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)  

a. Muatan Informasi, Pasal 50 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik 

Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:  

1) RKDK  

2) Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;  

3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan 

sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima 

sebelum periode pembukuan;  

4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu 
termasuk sebelum pembukaan RKDK;  

5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;  
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6) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;  

7) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan 8) Asersi atas Laporan Dana 

Kampanye.  

b. Periode Pembukuan, Pasal 50 PKPU nomor 18 tahun 2023:  

1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan 

LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai 

Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian 

LPPDK kepada KAP yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Sulawesi Utara.  

2) ayat (6), LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, 

dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik 

sesuai dengan tingkatannya.  

3) ayat (7), LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.  

4) ayat (8),  Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK 

dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART 

Partai Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan 

pendelegasian dari Partai Politik yang bersangkutan.  

5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:  

a) meninggal dunia;  

b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau  

c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan  

c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 53 PKPU nomor 18 tahun 2023:  

1) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan 

mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.  

2) ayat (4), Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan 

kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan 

Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah 

pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktu setempat,   
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3) ayat (6), Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan 

LPPDK, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan 

menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk 

dilakukan audit, dan  

4) Pasal 50 ayat (4), Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk 

oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, dilampiri dengan 

LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:  

a) Formulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluara Dana Kampanye;  

b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;  

c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran  

Dana Kampanye;  

d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;  

e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana 

Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan 

Pengeluaran Dana Kampanye;  

f) Formulir 6, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye 
Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;  

g) Formulir 7, Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana 
Kampanye;  

h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;  

i) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening 

Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup.  

j) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran  

d. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam 

PKPU nomor 18 tahun 2023:  

1) Pasal 31 ayat (1),  Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD 

bersumber dari:  

a) Partai Politik;  
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b) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari 

Partai Politik yang bersangkutan; dan  

c) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:  

i. Perseorangan;  

ii. Kelompok;  

iii. Perusahaan; dan/atau  

iv. Badan usaha nonpemerintah  

2) Pasal 32 ayat (8), Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta 

Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok 

berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan 

perundang- undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.  

3) Pasal 33 ayat (1), Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan 

surat pernyataan penyumbang yang menurut informasi identitas 

Penyumbang dan jumlah sumbangan.  

4) Pasal 33 ayat (2), Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, 

perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah harus 

mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan.  

5) Pasal 49 ayat (2) huruf b, Sumbangan yang berasal dari pihak lain 

Kelompok dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian Badan 

Hukum Nonpemerintah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.  

6) Pasal 49 ayat (2) c, Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan 

atau Badan Usaha Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian 

Perusahaan atau badan usaha.  

7) Pasal 36 ayat (3) huruf b, Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang 

dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening 

penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.  

8) Pasal 36 ayat (5), Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan 

dari bank yang bersangkutan; Sumbangan Dana Kampanye yang 
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dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat 

pernyataan penyumbang.  

e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 34 PKPU nomor 18 tahun 2023:  

1) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh 

sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan 

dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa 

yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang 

diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan, dan  

2) Pasal 37 ayat (1), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan 

pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye 

pemilu.  

f. Batasan/Kesesuaian Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 

18 tahun 2023 Pasal 34 ayat (1) dan (2), Partai Politik Peserta Pemilu 

mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, 

dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan 

diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi 

jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak 

melebihi jumlah di bawah ini:   

1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk 

penyumbang perseorangan; dan  

2) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk penyumbang 

kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah  

g. Sumbangan yang dilarang, Pasal 34 ayat (5) PKPU nomor 18 tahun 2023, 

Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, 

harus mematuhi ketentuan berikut:  

1) Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;  

2) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Minahasa Selatan; dan  
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3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat 

belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.  

h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 41 PKPU nomor 18 tahun 2023:  

1) ayat (1), Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD 

provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu untuk:  

a) Pembiayaan aktivitas kampanye;  

b) Pembayaran hutang; dan  

c) Pengeluaran lain- lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang 

wajar, dan  

2) Pasal 34 ayat (4), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas 

kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan 

sumbangan.  

  

 

Keterbatasan Laporan  

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada 

informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada 

kami oleh Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Minahasa Selatan. Pada 

suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, 

pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam 

mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, 

saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal 

usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup 

secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga 

terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau 

disediakan oleh  Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Minahasa Selatan, 

sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di 

dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai 
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Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Minahasa Selatan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye. 

  

Tanggung Jawab Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Minahasa 
Selatan  
Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Minahasa Selatan bertanggungjawab 

atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode 

penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, 

implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan 

laporan. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Minahasa Selatan juga 

bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait 

Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Laporan 

Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) 

Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 28 Februari 2024.  

  

Tanggung Jawab Akuntan Publik  
Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa 

pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut 

berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami 

peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 

(Revisi 2022): <Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan 

Historis= yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut 

mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode 

Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel 

yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami 

untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam 

mendukung kesimpulan kami.  

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang 

diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan pasal 102 ayat 
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(1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023, kami melaksanakan 

perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima 

Laporan Dana Kampanye Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Minahasa 

Selatan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan.  

 

Basis adanya Ketidakpatuhan 

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini 

terhadap kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana 

Kampanye dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Partai Kebangkitan 

Nusantara (PKN) Kabupaten Minahasa Selatan selama periode 17 Desember 2022 s/d 

22 Februari 2024, antara lain :  

1. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Minahasa Selatan tidak 

menyerahkan Surat Pernyataan Kepatuhan Partai Politik Peserta Pemilu, sehingga 

Partai Kebangkitan Nusantara tidak patuh terhadap Ketentuan Perundang 

Undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024. 

2. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Minahasa Selatan tidak mematuhi 

Pasal 37 ayat (3) PKPU 18 Tahun 2023, karena baru membuka RKDK pada tanggal 

5 Januari 2024.  

3. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Minahasa Selatan tidak mematuhi 

Pasal 47 ayat (1) huruf b dan e PKPU 18 Tahun 2023, karena LADK tidak memuat 

informasi sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan RKDK dan NPWP 

Partai Politik.   

4. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Minahasa Selatan tidak mematuhi 

Pasal 47 ayat (1) huruf d PKPU 18 tahun 2023, karena LADK tidak memuat 

informasi catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik.  

5. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Minahasa Selatan tidak mematuhi 

Pasal 47 ayat (6) dan (8) PKPU 18 Tahun 2023, karena LADK tidak ditandatangani 
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oleh Pimpinan Partai Politik atau pihak yang berwenang sesuai AD/ART Partai 

Politik. 

6. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Minahasa Selatan tidak mematuhi 

Pasal 50 ayat (1) huruf b dan e PKPU 18 Tahun 2023, karena LPPDK tidak memuat 

informasi sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan RKDK dan NPWP 

Partai Politik.  

7. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Minahasa Selatan tidak mematuhi 

Pasal 50 ayat (1) huruf d PKPU 18 Tahun 2023, karena LPPDK tidak memuat 

informasi catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik.  

8. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Minahasa Selatan tidak mematuhi 

Pasal 50 ayat (6) dan (8) PKPU Tahun 2023, karena LPPDK tidak ditandatangani 

oleh Pimpinan Partai Politik atau pihak yang berwenang sesuai AD/ART Partai 

Politik.   

 

Simpulan  

Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidak patuhan yang dijelaskan di atas 

dalam semua h al yang material, Asersi Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Dewan 

Pimpinan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam Laporan Dana Kampanye 

tersebut di atas, tidak patuh terhadap kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam 

PKPU nomor 18 Tahun 2023.   

 

Pembatasan Penggunaan Laporan 

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU 

Kabupaten Minahasa Selatan dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah  

 





G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA

DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : JHEFRA A. TAMPEMAWA

Alamat : JAGA III, RT -, RW 003

Nomor Induk Kependudukan : 7105171703700002

Jabatan : Ketua

2. Nama : JANE TIRSA SUMUAL

Alamat : LINGKUNGAN VIII, RT 000, RW 000

Nomor Induk Kependudukan : 7106036401860001

Jabatan : Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT

PATUH/

TIDAK

PATUH

1 2 3 4 5

A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

1. Pembukaan a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama

Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening

Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2)

Peraturan Komisi Pemilihan

Umum tentang Dana

Kampanye Pemilihan Umum

Nomor 18 Tahun 2023

b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai

Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta

Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum

dimulainya masa Kampanye

Pasal 37 ayat (3) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor

RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU

Kabupaten/Kota.

Pasal 37 ayat (8) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.



2. Pengelolaan Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang

berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum

digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

Pasal 36 ayat (2) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

3. Penutupan a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari

setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan

1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana

Kampanye kepada KAP.

Pasal 38 ayat (1) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan

rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum

kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah

menerima surat pernyataan dari Bank Umum.

Pasal 38 ayat (5) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

1. Muatan Informasi Kami menyusun LADK yang memuat informasi: Pasal 47 ayat (1) Peraturan

a. RKDK; Komisi Pemilihan Umum

b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber

perolehan;

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor

c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo

hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk

kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode

pembukuan;

18 Tahun 2023.

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik

Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;

e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik

Peserta Pemilu; dan

f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat

dipertanggungjawabkan.

2. Pembukuan a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan

yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik

ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu)

Hari sebelum penyampaian LADK.

Pasal 47 ayat (2) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan

keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang

bersangkutan.

Pasal 43 ayat (3) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi

tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan

pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran

yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 43 ayat (6) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT

PATUH/

TIDAK

PATUH

1 2 3 4 5



d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab

Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Pasal 43 ayat (7) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

3. Penyampaian

Laporan

a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU

Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan

dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;

Pasal 51 ayat (3) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

b. Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14

(empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal

pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat

umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;

Pasal 51 ayat (4) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan

LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui

Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima

tanda pengembalian dan berita acara hasil

pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat

pukul 23.59 waktu setempat.

Pasal 51 ayat (7) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

4. Kelengkapan a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri

atas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN

SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG

DANA KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN

AWAL DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

PENCATATAN PENERIMAAN DAN

PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG

JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA

KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana

Kampanye; dan

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi

pengeluaran.

b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh

KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi

dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud

dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT

PATUH/

TIDAK

PATUH

1 2 3 4 5



1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN

SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG

DANA KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN

AWAL DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

PENCATATAN PENERIMAAN DAN

PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG

JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA

KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana

Kampanye; dan

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi

pengeluaran.

C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

1. Muatan Informasi Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU

yang memuat informasi:

Pasal 49 ayat (1) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

a. Identitas penyumbang; dan tentang Dana Kampanye

b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye. Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023

2. Penyampaian

Laporan

Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota,

mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu)

Hari setelah masa Kampanye berakhir.

Pasal 52 ayat (3) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

3. Kelengkapan Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri

atas:

a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan;

b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan

c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha

Nonpemerintah.

D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

1. Muatan Informasi Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: Pasal 50 ayat (1) Peraturan

a. RKDK; Komisi Pemilihan Umum

b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber

perolehan;

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT

PATUH/

TIDAK

PATUH

1 2 3 4 5



c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo

hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk

kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode

pembukuan;

18 Tahun 2023.

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik

Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;

e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik

Peserta Pemilu;

f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat

dipertanggungjawabkan;

g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK;

dan

h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.

2. Pembukuan a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari

setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan

ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK

kepada KAP yang ditunjuk KPU.

Pasal 50 ayat (2) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan

keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang

bersangkutan.

Pasal 43 ayat (3) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi

tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan

pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran

yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 43 ayat (6) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab

Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Pasal 43 ayat (7) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

3. Penyampaian

Laporan

a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang

ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan

dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.

Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3)

Peraturan Komisi Pemilihan

Umum tentang Dana

Kampanye Pemilihan Umum

Nomor 18 Tahun 2023

b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima

belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling

lambat pukul 23.59 waktu setempat.

Pasal 53 ayat (4) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

4. Kelengkapan Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri

atas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN

PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT

PATUH/

TIDAK

PATUH

1 2 3 4 5



2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN

DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA

KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM

PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN

PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana

Kampanye;

9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan

bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang

bersangkutan telah ditutup; dan

10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi

pengeluaran.

E. Ketentuan Lainnya

1. Sumber Dana

Kampanye

Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR,

DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh

dari:

Pasal 31 ayat (1) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

a. Partai Politik; Pemilihan Umum Nomor

b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan;

dan

18 Tahun 2023.

c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain

2. Pembatasan/

Kesesuaian

Sumbangan

Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan

sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa

yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon

pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran

transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK,

LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal

sumbangan sebagai berikut:

Pasal 34 Peraturan Komisi

Pemilihan Umum tentang Dana

Kampanye Pemilihan Umum

Nomor 18 Tahun 2023.

a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,

dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari

perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua

miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.

b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,

dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok,

perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah

paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima

miliar rupiah) selama masa Kampanye.

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT

PATUH/

TIDAK

PATUH

1 2 3 4 5



3. Sumbangan yang

Dilarang

Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang

dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang

maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:

Pasal 34 ayat (5) dan Pasal

116 ayat (2) Peraturan Komisi

Pemilihan Umum tentang

a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; Dana Kampanye Pemilihan

b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada

KPU; dan

Umum Nomor 18 Tahun 2023.

c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara

paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa

Kampanye berakhir.

4. Pengeluaran

Dana Kampanye

Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran

Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye,

pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai

berdasarkan harga pasar yang wajar.

Pasal 41 Peraturan Komisi

Pemilihan Umum tentang Dana

Kampanye Pemilihan Umum

Nomor 18 Tahun 2023

Catatan:

a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian

barang dan/ atau pembayaran jasa.

b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas

hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari

pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung

jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk

membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam

pemungutan dan penghitungan suara.

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT

PATUH/

TIDAK

PATUH

1 2 3 4 5

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

MINAHASA SELATAN, 28 Februari 2024

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH

KABUPATEN MINAHASA SELATAN

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH

KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Cap

(JHEFRA A. TAMPEMAWA) (JANE TIRSA SUMUAL)



A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 17 Desember 2022 s/d 22 Februari 2024

NOMOR AKTIVITAS
BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)

A.1 Penerimaan sebelum periode

pembukuan

0 0 0

A.2 Penerimaan sumbangan

1. Partai Politik

a. Partai Politik Tingkat Pusat 0 0 0

b. Partai Politik Tingkat Provinsi 0 0 0

c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota 0 0 0

2. Calon Anggota Legislatif

a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif

kepada Parpol

0 0 0

b. Jasa Kampanye Calon Anggota

Legislatif

0 0 0

3. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 0 0 0

4. Sumbangan Pihak Lain Kelompok 0 0 0

5. Sumbangan Pihak Lain Perusahaan

dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah

0 0 0

JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN 0 0 0

A.3 Penerimaan Lain-Lain

1. Bunga Bank 0 0 0

JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN 0 0 0

A.4 Penerimaan Barang Hasil Pembelian

1. Penerimaan Barang Hasil Pembuatan

Bahan/Design dan/atau Alat Peraga

Kampanye

0 0 0

2. Barang Diterima Dimuka Hasil

Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat

Peraga Kampanye

0 0 0

JUMLAH PENERIMAAN BARANG

HASIL PEMBELIAN

0 0 0



TOTAL PENERIMAAN 0 0 0

B Pengeluaran sebelum periode

pembukuan

0 0 0

B.1 Pengeluaran

1. Rapat Umum 0 0 0

2. Pertemuan Terbatas 0 0 0

3. Pertemuan Tatap Muka 0 0 0

4. Pembuatan/Produksi Iklan di Media

Massa Cetak, Media Massa Elektronik,

Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan

0 0 0

5. Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat

Peraga Kampanye

0 0 0

6. Penyebaran Bahan Kampanye Partai

Politik Kepada Umum dan/atau

pemasangan Alat Peraga Kampanye

a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai

Politik Kepada Umum

0 0 0

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Partai Politik

0 0 0

7. Penyebaran Bahan Kampanye Calon

Anggota Legislatif Kepada Umum

dan/atau pemasangan Alat Peraga

Kampanye

a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon

Anggota Legislatif Kepada Umum

0 0 0

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Calon Anggota Legislatif

0 0 0

8. Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar

Larangan Kampanye dan Peraturan

Perundang-undangan

0 0 0

9. Pengeluaran Lain-lain

a. Administrasi Bank 0 0 0

b. Pembelian Kendaraan 0 0 0

c. Pembelian Peralatan 0 0 0

d. Pembayaran Utang Pembelian

Barang

0 0 0

e. Pengeluaran Lain

1) Pengeluaran Lainnya 0 0 0

2) Sumbangan ke Parpol Tingkat

Provinsi/Kabupaten/Kota

0 0 0

3) Sumbangan ke Calon Anggota

Legislatif

0 0 0

4) Jasa Kampanye Calon Anggota

Legislatif

0 0 0

TOTAL PENGELUARAN 0 0 0

C Utang

1. Utang Pembelian Barang 0 0 0

NOMOR AKTIVITAS
BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)



D Saldo

1. Kas di Rekening Khusus Dana

Kampanye

0 0 0

2. Kas di Bendahara 0

3. Barang 0 0 0

NOMOR AKTIVITAS
BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)

MINAHASA SELATAN, 28 Februari 2024

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH

KABUPATEN MINAHASA SELATAN

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH

KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Cap

(JHEFRA A. TAMPEMAWA) (JANE TIRSA SUMUAL)
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LAPORAN ASURANS INDEPENDEN 
AU.004/IM-LAI.KPU/III/2024 

 
 

Kepada Yth 
Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara 
 

Kami telah ditugaskan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Perjanjian No. 34/SPK/II/KPU-

SULUT/2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan 

terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Solidaritas Indonesia DPD Kabupaten Minahasa Selatan 

untuk periode 17 Desember 2022 sampai 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait 

pelaporan Dana Kampanye :  

a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  

b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum; 

c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan 
Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye; 

d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana 
Kampanye Pemilihan Umum; 

e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan 
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum; 

Informasi Hal Pokok 

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Laporan Dana Kampanye Partai Solidaritas Indonesia DPD Kabupaten Minahasa Selatan terdiri 

dari: 

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana 
Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan 
pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan 
sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan 
pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum 
penyampaian LADK kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara; dan 

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh 
penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum 
penyampaian LPSDK kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara; dan 

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh 
penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai 
dengan berakhirnya masa kampanye. 

Kriteria 

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Umum. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Politik dalam 

penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Solidaritas Indonesia DPD 

Kabupaten Minahasa Selatan dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah :   



 

 
Alamat    :  JL. Kampus Unkhair, Lingk. Bukit Bintang Blok A  No. 06, RT/RW 019/006,  
        Kel. Kalumata, Kec. Ternate, Ternate 
Telp./ HP :  0921-3116329/0812 2155 4525 
Email    :  kap.irsad@gmail.com 
 

   Rgistered Public Accountants AP. 1572 

   Izin Usaha : 615/KM.1/2018 

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) 

a. Pembukaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:  

1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu 

yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum. 

2) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan Pembukaan 

RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye. 

3) ayat (4), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan 

oleh Komisi Pemilihan Umum  

4) ayat (8), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota 

membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada Komisi Pemilihan Umum , Komisi 

Pemilihan Umum  Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten/Kota sesuai dengan 

tingkatannya. 

b. Pengelolaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1) ayat (6), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK dilengkapi 

dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik, 

2) ayat (10), RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian, 

dan 

3) Pasal 36 ayat (1), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada 

RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. 

c. Penutupan, Pasal 38 PKPU nomor 18 tahun 2023:  

1) ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah 

penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LDK kepada 

KAP, 

2) ayat (2), Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan 

RKDK kepada Bank Umum, dan  

3) Pasal 37 ayat (5),  Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening 

berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari 

Bank Umum. 

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 

a. Muatan Informasi, Pasal 46 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, yang memuat informasi: 

1) RKDK; 

2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; 

3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan 

pengeluaran untuk kegiatan kampanye 

4) apabila diterima sebelum periode pembukuan; 

5) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan 
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RKDK; 

6) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; 

7) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan 

b. Periode Pembukuan, Pasal 47 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah Partai 

Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK. 

2) ayat (6), LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya. 

3) ayat (7), LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani 

oleh calon yang bersangkutan. 

4) ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani oleh 

pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. 

5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan: 

a) meninggal dunia; 

b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau 

c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan 

c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 51 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan Partai 

Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK 

tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal 

pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu 

setempat. 

2) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan 

dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka. 

3) ayat (7), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon 

dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Sikadeka paling 

lambat 5 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari 

Komisi Pemilihan Umum , paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. 

4) ayat (5), apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh 

Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi 

dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang yang terdiri atas: 

a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye; 

b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye; 

c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye; 

d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;  



 

 
Alamat    :  JL. Kampus Unkhair, Lingk. Bukit Bintang Blok A  No. 06, RT/RW 019/006,  
        Kel. Kalumata, Kec. Ternate, Ternate 
Telp./ HP :  0921-3116329/0812 2155 4525 
Email    :  kap.irsad@gmail.com 
 

   Rgistered Public Accountants AP. 1572 

   Izin Usaha : 615/KM.1/2018 

e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum 

Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye 

f) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran; 

g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye 

h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 

i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran, dan 

5) Pasal 47 ayat (4), Penyerahan LADK kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang 

dilengkapi dengan: 

a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye; 

b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye; 

c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye; 

d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye 

e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum 

Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye; 

f) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran; 

g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye; 

h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye  

i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran 

3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) 

a. Muatan Informasi Pasal 49 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, LPSDK memuat informasi: 

1) identitas penyumbang 

2) jumlah sumbangan Dana Kampanye 

b. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 52 PKPU nomor 18 tahun 2023:  

1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota 

menyampaikan LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum dengan mengirimkan data dan dokumen 

LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka, 

2) ayat (4), Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) 

Hari setelah masa Kampanye berakhir, dan  

3) Pasal 49 ayat (2), LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas: 

a) LPSDK Pihak Lain Perseorangan; 

b) LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan 

c) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah 

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) 

a. Muatan Informasi, Pasal 50 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu 

menyusun LPPDK yang memuat informasi: 
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1) RKDK 

2) Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; 

3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan 

pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; 

4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan 

RKDK; 

5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; 

6) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; 

7) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan 

8) Asersi atas Laporan Dana Kampanye. 

b. Periode Pembukuan, Pasal 50 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 

(tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari 

sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum. 

2) ayat (6), LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya. 

3) ayat (7), LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani 

oleh calon yang bersangkutan. 

4) ayat (8),  Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani oleh 

pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan 

surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik yang bersangkutan. 

5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan: 

a) meninggal dunia; 

b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau 

c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan 

c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 53 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan 

dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka. 

2) ayat (4), Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota 

Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 

15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktu setempat,  

3) ayat (6), Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, Komisi Pemilihan 

Umum menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit, 

dan 

4) Pasal 50 ayat (4), Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan 

Umum, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan: 
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a) Formulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluara Dana Kampanye; 

b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye; 

c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye; 

d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; 

e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum 

Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye; 

f) Formulir 6, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan 

dan Pengeluaran; 

g) Formulir 7, Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye; 

h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 

i) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon 

bersangkutan telah ditutup. 

j) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran 

d. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1) Pasal 31 ayat (1),  Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari: 

a) Partai Politik; 

b) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang 

bersangkutan; dan 

c) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu: 

i. Perseorangan; 

ii. Kelompok; 

iii. Perusahaan; dan/atau 

iv. Badan usaha nonpemerintah 

2) Pasal 32 ayat (8), Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk 

uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat 

sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang mengatur mengenai organisasi 

masyarakat. 

3) Pasal 33 ayat (1), Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan 

penyumbang yang menurut informasi identitas Penyumbang dan jumlah sumbangan. 

4) Pasal 33 ayat (2), Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau 

badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah 

sumbangan. 

5) Pasal 49 ayat (2) huruf b, Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri salinan 

keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Nonpemerintah dari Menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 

6) Pasal 49 ayat (2) c, Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha 



 

 
Alamat    :  JL. Kampus Unkhair, Lingk. Bukit Bintang Blok A  No. 06, RT/RW 019/006,  
        Kel. Kalumata, Kec. Ternate, Ternate 
Telp./ HP :  0921-3116329/0812 2155 4525 
Email    :  kap.irsad@gmail.com 
 

   Rgistered Public Accountants AP. 1572 

   Izin Usaha : 615/KM.1/2018 

Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha. 

7) Pasal 36 ayat (3) huruf b, Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara 

memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang. 

8) Pasal 36 ayat (5), Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang 

bersangkutan; Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, 

disertai dengan surat pernyataan penyumbang. 

e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 34 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup 

uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon 

pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang 

diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan, dan 

2) Pasal 37 ayat (1), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih 

dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu. 

f. Batasan/Kesesuaian Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2023 Pasal 34 

ayat (1) dan (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup 

uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon 

pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang 

dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini: 

1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan; dan 

2) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan 

usaha non pemerintah 

g. Sumbangan yang dilarang, Pasal 34 ayat (5) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu 

yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut: 

1) Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud; 

2) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum; dan 

3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah 

masa Kampanye berakhir. 

h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 41 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1) ayat (1), Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota yaitu untuk: 

a) Pembiayaan aktivitas kampanye; 

b) Pembayaran hutang; dan 

c) Pengeluaran lain- lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar, dan 

2) Pasal 34 ayat (4), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang 

berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan. 
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Keterbatasan Laporan 

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang 

pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Solidaritas Indonesia DPD Kabupaten 

Minahasa Selatan. 

Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara 

sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan 

yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana 

sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara 

menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen 

dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Solidaritas Indonesia DPD Kabupaten 

Minahasa Selatan sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam 

laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Solidaritas Indonesia DPD Kabupaten 

Minahasa Selatan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye. 

Sulitnya konfirmasi kepada Calon Legislatif Partai mengurangi keyakinan yang memadai atas bukti-bukti yang 

diterima. 

Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Solidaritas Indonesia DPD Kabupaten Minahasa Selatan 

Partai Solidaritas Indonesia DPD Kabupaten Minahasa Selatan bertanggungjawab atas penyusunan Laporan 

Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut 

juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta 

perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan Partai 

Solidaritas Indonesia DPD Kabupaten Minahasa Selatan juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Atas 

Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Partai Solidaritas Indonesia 

DPD Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 28 Februari 2024. 

Tanggung Jawab Akuntan Publik 

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan 

memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan 

bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 

2022): <Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis= yang ditetapkan oleh Institut 
Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian 

Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang 

terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan 

melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami. 

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan 

Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, 

kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan 

Dana Kampanye Partai Solidaritas Indonesia dari DPD Kabupaten Minahasa Selatan. 

Basis adanya Ketidakpatuhan 

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap kriteria peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku 



 

 
Alamat    :  JL. Kampus Unkhair, Lingk. Bukit Bintang Blok A  No. 06, RT/RW 019/006,  
        Kel. Kalumata, Kec. Ternate, Ternate 
Telp./ HP :  0921-3116329/0812 2155 4525 
Email    :  kap.irsad@gmail.com 
 

   Rgistered Public Accountants AP. 1572 

   Izin Usaha : 615/KM.1/2018 

bagi Partai Solidaritas Indonesia DPD Kabupaten Minahasa Selatan selama periode 17 Desember 2022 sampai 

22 Februari 2024, antara lain: 

- Partai Bulan Bintang DPD Kabupaten Minahasa Selatan tidak mematuhi ketentuan PKPU nomor 18 tahun 
2023 Pasal 38 ayat (2) mengenai batas waktu penutupan RKDK. 

- Partai Solidaritas Indonesia DPD Kabupaten Minahasa Selatan tidak mematuhi ketentuan PKPU nomor 18 
tahun 2023  Pasal 37 ayat (5) mengenai adanya Surat Keterangan Penutupan RKDK dari Bank. 

- Partai Solidaritas Indonesia DPD Kabupaten Minahasa Selatan  tidak mematuhi ketentuan PKPU nomor 18 
tahun 2023 Pasal 51 ayat (3) mengenai kelengkapan penyampaian LADK kepada KPU yang diunggah 
melalui Sikadeka. 

- Partai Solidaritas Indonesia DPD Kabupaten Minahasa Selatan tidak  mematuhi ketentuan PKPU nomor 18 
tahun 2023 Pasal 47 ayat (4) mengenai kelengkapan dokumen Informasi Pendukung LADK yang harus 
disampaikan. 

- Partai Solidaritas Indonesia DPD Kabupaten Minahasa Selatan tidak mematuhi ketentuan PKPU nomor 18 
tahun 2023 Pasal 50 ayat (4) mengenai kelengkapan Dokumen LPPDK yang harus disampaikan. 

 

Simpulan 

Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas dalam semua hal yang material, 

Asersi Partai Solidaritas Indonesia DPD Kabupaten Minahasa Selatan dalam Laporan Dana Kampanye tersebut 

di atas, tidak patuh terhadap kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang 

Dana Kampanye Pemilihan Umum. 

Pembatasan Penggunaan Laporan 

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara dan 

sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas 

penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya. 

 
KAP. IRSAD MUHAMMAD 
 
 
 
 
 
Irsad Muhammad, SE., Msi., Ak., CA., CPA.   

Izin Akuntan Publik : AP. 1572 

KMK No 950/KM.1/2022 

Ternate, 26 Maret 2024 



G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

PARTAI BULAN BINTANG

DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : DJEMI RIEDEL

Alamat : TANAMON KEC. SINONSAYANG

Nomor Induk Kependudukan : 7105080910690001

Jabatan : Ketua

2. Nama : OKKY A. LAHUO

Alamat : TANAMON KEC. SINONSAYANG

Nomor Induk Kependudukan : 7504026204750003

Jabatan : Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT

PATUH/

TIDAK

PATUH

1 2 3 4 5

A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

1. Pembukaan a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama

Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening

Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2)

Peraturan Komisi Pemilihan

Umum tentang Dana

Kampanye Pemilihan Umum

Nomor 18 Tahun 2023

b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai

Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta

Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum

dimulainya masa Kampanye

Pasal 37 ayat (3) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor

RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU

Kabupaten/Kota.

Pasal 37 ayat (8) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

PATUH

PATUH

PATUH



2. Pengelolaan Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang

berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum

digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

Pasal 36 ayat (2) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

3. Penutupan a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari

setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan

1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana

Kampanye kepada KAP.

Pasal 38 ayat (1) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan

rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum

kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah

menerima surat pernyataan dari Bank Umum.

Pasal 38 ayat (5) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

1. Muatan Informasi Kami menyusun LADK yang memuat informasi: Pasal 47 ayat (1) Peraturan

a. RKDK; Komisi Pemilihan Umum

b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber

perolehan;

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor

c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo

hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk

kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode

pembukuan;

18 Tahun 2023.

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik

Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;

e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik

Peserta Pemilu; dan

f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat

dipertanggungjawabkan.

2. Pembukuan a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan

yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik

ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu)

Hari sebelum penyampaian LADK.

Pasal 47 ayat (2) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan

keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang

bersangkutan.

Pasal 43 ayat (3) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi

tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan

pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran

yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 43 ayat (6) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT

PATUH/

TIDAK

PATUH

1 2 3 4 5

PATUH

PATUH

PATUH

PATUH

PATUH

PATUH

PATUH



d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab

Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Pasal 43 ayat (7) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

3. Penyampaian

Laporan

a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU

Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan

dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;

Pasal 51 ayat (3) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

b. Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14

(empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal

pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat

umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;

Pasal 51 ayat (4) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan

LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui

Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima

tanda pengembalian dan berita acara hasil

pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat

pukul 23.59 waktu setempat.

Pasal 51 ayat (7) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

4. Kelengkapan a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri

atas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN

SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG

DANA KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN

AWAL DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

PENCATATAN PENERIMAAN DAN

PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG

JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA

KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana

Kampanye; dan

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi

pengeluaran.

b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh

KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi

dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud

dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT

PATUH/

TIDAK

PATUH

1 2 3 4 5

PATUH

PATUH

PATUH

PATUH

PATUH



1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN

SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG

DANA KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN

AWAL DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

PENCATATAN PENERIMAAN DAN

PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG

JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA

KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana

Kampanye; dan

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi

pengeluaran.

C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

1. Muatan Informasi Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU

yang memuat informasi:

Pasal 49 ayat (1) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

a. Identitas penyumbang; dan tentang Dana Kampanye

b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye. Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023

2. Penyampaian

Laporan

Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota,

mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu)

Hari setelah masa Kampanye berakhir.

Pasal 52 ayat (3) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

3. Kelengkapan Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri

atas:

a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan;

b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan

c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha

Nonpemerintah.

D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

1. Muatan Informasi Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: Pasal 50 ayat (1) Peraturan

a. RKDK; Komisi Pemilihan Umum

b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber

perolehan;

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT

PATUH/

TIDAK

PATUH

1 2 3 4 5

PATUH

PATUH

PATUH

PATUH

PATUH



c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo

hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk

kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode

pembukuan;

18 Tahun 2023.

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik

Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;

e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik

Peserta Pemilu;

f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat

dipertanggungjawabkan;

g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK;

dan

h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.

2. Pembukuan a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari

setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan

ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK

kepada KAP yang ditunjuk KPU.

Pasal 50 ayat (2) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan

keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang

bersangkutan.

Pasal 43 ayat (3) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi

tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan

pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran

yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 43 ayat (6) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab

Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Pasal 43 ayat (7) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

3. Penyampaian

Laporan

a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang

ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan

dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.

Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3)

Peraturan Komisi Pemilihan

Umum tentang Dana

Kampanye Pemilihan Umum

Nomor 18 Tahun 2023

b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima

belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling

lambat pukul 23.59 waktu setempat.

Pasal 53 ayat (4) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

4. Kelengkapan Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri

atas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN

PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT

PATUH/

TIDAK

PATUH

1 2 3 4 5

PATUH

PATUH

PATUH

PATUH

PATUH

PATUH

PATUH

PATUH



2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN

DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA

KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM

PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN

PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana

Kampanye;

9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan

bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang

bersangkutan telah ditutup; dan

10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi

pengeluaran.

E. Ketentuan Lainnya

1. Sumber Dana

Kampanye

Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR,

DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh

dari:

Pasal 31 ayat (1) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

a. Partai Politik; Pemilihan Umum Nomor

b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan;

dan

18 Tahun 2023.

c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain

2. Pembatasan/

Kesesuaian

Sumbangan

Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan

sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa

yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon

pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran

transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK,

LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal

sumbangan sebagai berikut:

Pasal 34 Peraturan Komisi

Pemilihan Umum tentang Dana

Kampanye Pemilihan Umum

Nomor 18 Tahun 2023.

a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,

dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari

perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua

miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.

b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,

dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok,

perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah

paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima

miliar rupiah) selama masa Kampanye.

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT

PATUH/

TIDAK

PATUH

1 2 3 4 5

PATUH

PATUH

PATUH



3. Sumbangan yang

Dilarang

Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang

dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang

maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:

Pasal 34 ayat (5) dan Pasal

116 ayat (2) Peraturan Komisi

Pemilihan Umum tentang

a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; Dana Kampanye Pemilihan

b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada

KPU; dan

Umum Nomor 18 Tahun 2023.

c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara

paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa

Kampanye berakhir.

4. Pengeluaran

Dana Kampanye

Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran

Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye,

pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai

berdasarkan harga pasar yang wajar.

Pasal 41 Peraturan Komisi

Pemilihan Umum tentang Dana

Kampanye Pemilihan Umum

Nomor 18 Tahun 2023

Catatan:

a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian

barang dan/ atau pembayaran jasa.

b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas

hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari

pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung

jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk

membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam

pemungutan dan penghitungan suara.

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT

PATUH/

TIDAK

PATUH

1 2 3 4 5

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH

KABUPATEN MINAHASA SELATAN

MINAHASA SELATAN, 28 Februari 2024

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH 
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

(DJEMI RIEDEL) (OKKY A. LAHUO)

PATUH PATUH

PATUH



A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI BULAN BINTANG

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 17 Desember 2022 s/d 22 Februari 2024

NOMOR AKTIVITAS
BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)

A.1 Penerimaan sebelum periode

pembukuan

0 0 0

A.2 Penerimaan sumbangan

1. Partai Politik

a. Partai Politik Tingkat Pusat 0 0 0

b. Partai Politik Tingkat Provinsi 0 0 0

c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota 250.000 0 0

2. Calon Anggota Legislatif

a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif

kepada Parpol

0 0 0

b. Jasa Kampanye Calon Anggota

Legislatif

0 0 1.080.000

3. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 0 0 0

4. Sumbangan Pihak Lain Kelompok 0 0 0

5. Sumbangan Pihak Lain Perusahaan

dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah

0 0 0

JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN 250.000 0 1.080.000

A.3 Penerimaan Lain-Lain

1. Bunga Bank 0 0 0

JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN 0 0 0

A.4 Penerimaan Barang Hasil Pembelian

1. Penerimaan Barang Hasil Pembuatan

Bahan/Design dan/atau Alat Peraga

Kampanye

0 0 0

2. Barang Diterima Dimuka Hasil

Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat

Peraga Kampanye

0 0 0

JUMLAH PENERIMAAN BARANG

HASIL PEMBELIAN

0 0 0

TOTAL PENERIMAAN 250.000 0 1.080.000



B Pengeluaran sebelum periode

pembukuan

0 0 0

B.1 Pengeluaran

1. Rapat Umum 0 0 0

2. Pertemuan Terbatas 0 0 0

3. Pertemuan Tatap Muka 0 0 0

4. Pembuatan/Produksi Iklan di Media

Massa Cetak, Media Massa Elektronik,

Media Sosial, dan Media Dalam

Jaringan

0 0 0

5. Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat

Peraga Kampanye

0 0 0

6. Penyebaran Bahan Kampanye Partai

Politik Kepada Umum dan/atau

pemasangan Alat Peraga Kampanye

a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai

Politik Kepada Umum

0 0 0

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Partai Politik

0 0 0

7. Penyebaran Bahan Kampanye Calon

Anggota Legislatif Kepada Umum

dan/atau pemasangan Alat Peraga

Kampanye

a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon

Anggota Legislatif Kepada Umum

0 0 0

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Calon Anggota Legislatif

0 0 0

8. Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar

Larangan Kampanye dan Peraturan

Perundang-undangan

0 0 0

9. Pengeluaran Lain-lain

a. Administrasi Bank 0 0 0

b. Pembelian Kendaraan 0 0 0

c. Pembelian Peralatan 0 0 0

d. Pembayaran Utang Pembelian

Barang

0 0 0

e. Pengeluaran Lain

1) Pengeluaran Lainnya 0 0 0

2) Sumbangan ke Parpol Tingkat

Provinsi/Kabupaten/Kota

0 0 0

3) Sumbangan ke Calon Anggota

Legislatif

0 0 0

4) Jasa Kampanye Calon Anggota

Legislatif

0 0 1.080.000

TOTAL PENGELUARAN 0 0 1.080.000

C Utang

1. Utang Pembelian Barang 0 0 0

NOMOR AKTIVITAS
BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)



D Saldo

1. Kas di Rekening Khusus Dana

Kampanye

250.000 0 0

2. Kas di Bendahara 0

3. Barang 0 0 0

NOMOR AKTIVITAS
BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)

MINAHASA SELATAN, 28 Februari 2024

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH

KABUPATEN MINAHASA SELATAN

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH

KABUPATEN MINAHASA SELATAN

(DJEMI RIEDEL) (OKKY A. LAHUO)
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  Honour Satisfaction Reliable  
 

Ruko Perintis Waringin Regency Blok A 

No.5, RT 006 RW 012 Kel. Kedungwaringin, 

Kec.Bojong Gede, Kabupaten Bogor. 16923. 

 

Telp.     : +62 2187972266 

E-mail  :  KaphsrRekan@gmail.com 

Web     :  kapherusatriarukmana&rekan.com 

 

 

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN  

Nomor : 00003/2.1352/LDK/SPA3000/1520-8/1/III/2024 

 

Kepada Yth; 

Ketua KPU Kabupaten Minahasa Selatan 

 

Cakupan 

Kami telah ditugaskan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Perjanjian 

Kerja/Kontrak nomor 36/SPK/II/KPU-SULUT/2024 tanggal 26 Februari 2024, untuk 

melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan 

terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Solidaritas Indonesia untuk periode 14 

Desember 2022 3 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan 

Dana Kampanye: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6863); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 574); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum; 

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis 

Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum; 

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis 

Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum. Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 210 Tahun 2024 Perubahan atas keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit 

Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum. 
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Informasi Hal Pokok 

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang 

Dana Kampanye Pemilihan Umum, Laporan Dana Kampanye Partai Solidaritas Indonesia 

terdiri dari:  

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi 

Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, 

rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan 

Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari 

pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang 

dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum 

penyampaian LADK kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan; dan  

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang 

memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan 

sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK Kepada KPU Kabupaten 

Minahasa Selatan; dan  

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang 

memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak 

ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.  

Kriteria 

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Kriteria tersebut 

juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Solidaritas Indonesia dalam penyusunan 

Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Solidaritas Indonesia dalam 

menyusun Laporan Dana Kampanye adalah: 

1. Membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening 

pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum; 

2. Membuka RKDK tidak melampaui ketentuan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 

(satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye; 

3. Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang 

diterbitkan oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan; 

4. Membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU Kabupaten 

Minahasa Selatan; 

5. Penunjukkan petugas untuk mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari 

pimpinan Partai Politik; 
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6. Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK 

terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu; 

7. RKDK Partai Politik tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian; 

8. Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) hari setelah 

penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1(satu) hari sebelum penyampaian LDK 

kepada KAP; 

9. Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan 

RKDK kepada Bank Umum; 

10. Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat 

pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) hari setelah menerima surat pernyataa dari Bank; 

11. Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi: 

a. RKDK; 

b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; 

c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan 

pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; 

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum 

pembukaan RKDK; 

e. NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; 

f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; 

12. Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah 

Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum 

penyampaian LADK; 

13. LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya; 

14. LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani 

oleh calon yang bersangkutan; 

15. Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani oleh 

pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu yang 

bersangkutan; 

16. Berhalangan tetap meliputi keadaan: 

a. meninggal dunia; 

b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau 

c. sedang melaksanakan ibadah keagamaan 

17. Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan Partai 

Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan 

LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari 
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pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat 

pukul 23.59 waktu setempat; 

18. Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan 

dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka; 

19. Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon dan 

Tim Kampanye tingkat nasional kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari 

sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling 

lambat pukul 23.59 waktu setempat; 

20. Penyerahan LADK kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan yang dilengkapi dengan: 

a. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye; 

b. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye; 

c. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye; 

d. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; 

e. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye 

Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye; 

f. Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran; 

g. Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye; 

h. Salinan dan Rekening Koran dan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 

i. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 

21. Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh 

KPU Kabupaten Minahasa Selatan maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi 

dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri 

atas: 

a. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye; 

b. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye; 

c. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye; 

d. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; 

e. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye 

Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye; 

f. Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran; 

g. Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye; 

h. Salinan dan Rekening Koran dan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 

i. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 

22. LPSDK memuat informasi sebagai berikut: 

a. identitas penyumbang; 

b. jumlah sumbangan Dana Kampanye. 
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23. Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota 

menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK 

yang diunggah melalui Sikadeka; 

24. Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) 

hari setelah masa Kampanye berakhir; 

25. LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas: 

a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan; 

b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan 

c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah 

26. Partai Politik Peserta Pemilu Menyusun LPPDK yang memuat informasi : 

a. RKDK; 

b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; 

c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan 

pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; 

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum 

pembukaan RKDK; 

e. NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; 

f. Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; 

g. Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan 

h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye. 

27. Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 

(tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari 

sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU; 

28. LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya; 

29. LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 

ditandatangani oleh calon yang bersangkutan; 

30. Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani oleh 

pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan 

dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik yang bersangkutan; 

31. Berhalangan tetap meliputi keadaan: 

a. meninggal dunia; 

b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau 

c. sedang melaksanakan ibadah keagamaan 

32. Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan 

dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka; 
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33. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta 

Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 

15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. 

34. Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU, dilampiri dengan 

LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan: 

a. Formulir 1 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye; 

b. Formulir Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye; 

c. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye; 

d. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; 

e. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye 

Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana 

Kampanye; 

f. Formulir 6 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan 

Penerimaan Dan Pengeluaran; 

g. Formulir 7 Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye; 

h. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 

i. Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon 

bersangkutan telah ditutup; 

j. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 

35. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, KPU 

menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit; 

36. Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari: 

a. Partai Politik; 

b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik 

yang bersangkutan; dan 

c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu: 

1) Perseorangan; 

2) Kelompok; 

3) Perusahaan; dan/atau 

4) Badan usaha nonpemerintah 

37. Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang 

menurut informasi identitas Penyumbang dan jumlah sumbangan; 

38. Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha 

nonpemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah 

sumbangan; 
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39. Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, 

barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi 

masyarakat; 

40. Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri salinan keputusan pengesahan 

pendirian Badan Hukum Nonpemerintah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; 

41. Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Nonpemerintah 

wajib dilampiri Salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha; 

42. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana 

dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang. 

43. Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan; 

44. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai 

dengan surat pernyataan penyumbang; 

45. Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup 

uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan 

diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara 

umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan; 

46. Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu 

sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu; 

47. Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, 

barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon 

pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) 

yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini: 

a. Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang 

perseorangan; dan 

b. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk penyumbang kelompok 

dan/atau badan usaha non pemerintah. 

c. (5) PKPU 

48. Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus 

mematuhi ketentuan berikut:  

a. Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud; 

b. wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU; dan 

c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari 

setelah masa Kampanye berakhir. 
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49. Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota yaitu untuk:  

a. Pembiayaan aktivitas kampanye; 

b. Pembayaran hutang; dan 

c. Pengeluaran lain-lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar 

50. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara 

umum, diperlakukan ketentuan sumbangan. 

Keterbatasan Laporan 

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi 

yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai 

Solidaritas Indonesia Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang 

melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan 

dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, 

saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana 

Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh 

dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen 

dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Solidaritas Indonesia, 

sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam 

laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Solidaritas Indonesia 

terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.  

Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Solidaritas Indonesia  

Partai Solidaritas Indonesia bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga 

mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, 

serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk 

penyusunan laporan Partai Solidaritas Indonesia juga bertanggung jawab atas kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah 

dinyatakan dalam Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai 

Solidaritas Indonesia.  

Tanggung Jawab Akuntan Publik 

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat 

dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-

prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini 
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berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): <Perikatan Asurans selain Audit 

atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis= yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik 

Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian 

Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua 

personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami 

untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung 

kesimpulan kami.  

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam 

melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, kami melaksanakan perikatan ini 

selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye 

Partai Solidaritas Indonesia dari KPU Kabupaten Minahasa Selatan. 

Basis adanya Ketidakpatuhan 

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap kriteria 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam melaporkan 

dana kampanye yang berlaku bagi Partai Solidaritas Indonesia selama periode 14 Desember 

2022 3 22 Februari 2024, antara lain :  

1. Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Minahasa Selatan tidak melampirkan Surat 

Pernyataan Pengelola Rekening dan Rekening Koran (mutasi RKDK), sebagaimana telah 

diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. 

2. Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Minahasa Selatan tidak melampirkan Surat 

Pernyataan Penutupan RKDK, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 38 ayat (1) dan (5) 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

3. Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Minahasa Selatan menyampaikan LADK pada 8 

Januari 2024 pukul 20.50 WITA (batas 8 Januari 2024, pada jam 18.00 waktu setempat) dan 

LADK Perbaikan disampaikan 1 Februari 2024 pukul 08.32 WITA (batas 13 Januari 2024, 

pada jam 18.00 waktu setempat), sebagaimana telah diatur dalam Pasal 51 ayat (4), dan ayat 

(7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 

18 Tahun 2023. 

4. Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Minahasa Selatan melampirkan LPPDK tanpa 

ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Parpol, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 50 

ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum 

Nomor 18 Tahun 2023. 
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Simpulan  

Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas dalam semua 

hal yang material, Asersi Partai Solidaritas Indonesia dalam Laporan Dana Kampanye tersebut 

di atas, tidak patuh terhadap kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. 

Pembatasan Penggunaan Laporan 

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Kabupaten 

Minahasa Selatan dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena 

itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk 

tujuan lainnya.  
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A. FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

Periode 17 Desember 2022 s/d 06 Januari 2024

NOMOR AKTIVITAS
BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)

A.1 Penerimaan sebelum periode

pembukuan

0 0 0

A.2 Penerimaan sumbangan

1. Partai Politik

a. Partai Politik Tingkat Pusat 0 0 0

b. Partai Politik Tingkat Provinsi 0 0 0

c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota 0 0 0

2. Calon Anggota Legislatif

a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif

kepada Parpol

0 0 0

b. Jasa Kampanye Calon Anggota

Legislatif

0 0 0

3. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 0 0 0

4. Sumbangan Pihak Lain Kelompok 0 0 0

5. Sumbangan Pihak Lain Perusahaan

dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah

0 0 0

JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN 0 0 0

A.3 Penerimaan Lain-Lain

1. Bunga Bank 0 0 0

JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN 0 0 0

A.4 Penerimaan Barang Hasil Pembelian

1. Penerimaan Barang Hasil Pembuatan

Bahan/Design dan/atau Alat Peraga

Kampanye

0 0 0

2. Barang Diterima Dimuka Hasil

Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat

Peraga Kampanye

0 0 0

JUMLAH PENERIMAAN BARANG

HASIL PEMBELIAN

0 0 0



TOTAL PENERIMAAN 0 0 0

B Pengeluaran sebelum periode

pembukuan

0 0 0

B.1 Pengeluaran

1. Rapat Umum 0 0 0

2. Pertemuan Terbatas 0 0 0

3. Pertemuan Tatap Muka 0 0 0

4. Pembuatan/Produksi Iklan di Media

Massa Cetak, Media Massa Elektronik,

Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan

0 0 0

5. Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat

Peraga Kampanye

0 0 0

6. Penyebaran Bahan Kampanye Partai

Politik Kepada Umum dan/atau

pemasangan Alat Peraga Kampanye

a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai

Politik Kepada Umum

0 0 0

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Partai Politik

0 0 0

7. Penyebaran Bahan Kampanye Calon

Anggota Legislatif Kepada Umum

dan/atau pemasangan Alat Peraga

Kampanye

a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon

Anggota Legislatif Kepada Umum

0 0 0

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Calon Anggota Legislatif

0 0 0

8. Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar

Larangan Kampanye dan Peraturan

Perundang-undangan

0 0 0

9. Pengeluaran Lain-lain

a. Administrasi Bank 0 0 0

b. Pembelian Kendaraan 0 0 0

c. Pembelian Peralatan 0 0 0

d. Pembayaran Utang Pembelian

Barang

0 0 0

e. Pengeluaran Lain

1) Pengeluaran Lainnya 0 0 0

2) Sumbangan ke Parpol Tingkat

Provinsi/Kabupaten/Kota

0 0 0

3) Sumbangan ke Calon Anggota

Legislatif

0 0 0

4) Jasa Kampanye Calon Anggota

Legislatif

0 0 0

TOTAL PENGELUARAN 0 0 0

C Utang

1. Utang Pembelian Barang 0 0 0

NOMOR AKTIVITAS
BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)



D Saldo

1. Kas di Rekening Khusus Dana

Kampanye

0 0 0

2. Kas di Bendahara 0

3. Barang 0 0 0

NOMOR AKTIVITAS
BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)

Amurang, 07 Januari 2024

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH

KABUPATEN MINAHASA SELATAN

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH

KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Cap

(Aland Jacob) (Cynthya Angelina Elias)
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